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ABSTRAK 
Nama : Eva Musdalifa 
NIM : 10800110025 
Judul  : Analisis Kritis Professional Judgment berdasarkan International 
Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik 
 
Penelitian ini fokus pada aspek etika dalam Professional Judgment 
yang muncul sebagai konsekuensi perubahan dari Rule Based menjadi Priciple 
Based dalam IFRS. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi nilai-nilai etika dalam professional judgment 
berdasarkan IFRS. 2) Memberikan gambaran dan penjelasan professional 
judgment  berlandaskan nilai-nilai etika profetik. 
Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
kritis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis penerapan nilai-nilai etika dalam 
Professional Judgment berdasarkan International Financial Reporting Standard. 
Selanjutnya, Hasil analisis Professional Judment tersebut dikritisi dengan 
menggunakan nilai-nilai etika profetik oleh Kuntowijoyo yang terdiri atas nilai: 
Humanis, Liberasi dan Transenden. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan 
dengan Shariah Enterprise Theory untuk mendukung nilai-nilai etika profetik 
tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan nilai-nilai 
etika profetik dalam professional judgment tersebut dapat dilakukan dengan: 1) 
mempertimbangkan pengaruh keputusan penilaian terhadap stakeholder yang 
lebih luas. 2) Membebaskan Judgment dari pertimbangan kapitalistik dengan turut 
mempertimbangkan pihak-pihak yang teralienasi dalam dunia bisnis. 3) 
menginternalisasikan nilai-nilai ilahiah dalam professional judgment dengan 
senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menerapkan konsep tanggungjawab, bahwa manusia diciptakan 
di muka bumi ini semata sebagai khalifah. 
Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa 
dalam penerapan professional judgment, aspek etika perlu dibangun di atas 
pondasi yang kuat. Melalui penelitian ini dilakukan penyadaran bahwa etika 
akuntansi baru dibangun dengan berdasar pada nilai humanis, liberasi dan 
transenden demi terciptanya keadilan dan mashlahah. 
 
 
Kata kunci: Professional Judgment, Etika Profetik, Humanis, Liberasi, 
Transenden, Shariah Enterprise Theory, IFRS 
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   BAB I 
                                        PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Akuntansi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang  sarat akan nilai dibentuk 
oleh lingkungan dan mampu membentuk lingkungan. Namun, akuntansi yang 
berkembang saat ini adalah bentukan dari ideologi kapitalisme sehingga menganggap 
akuntansi sebagai sesuatu yang bebas nilai. Kapitalisme lahir dari nilai rasional, nilai 
kebebasan, dan nilai materi dengan paham yang menganggap kemakmuran 
masyarakat hanya akan dapat diperoleh jika kegiatan produksi diserahkan kepada 
tiap individu dengan memberi keleluasaan tanpa batas untuk pengelolaan sumber 
daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan (Mariyam, 2013). Akuntansi 
dalam pandangan positivistik adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan 
menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi di satu sisi bisa dijadikan sebagai 
bahasa yang menyampaikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi stakeholder, 
namun di sisi yang lain bisa menjadi merugikan ketika informasi yang disajikan 
ternyata tidak benar. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan 
yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan 
pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik 
(Kustina, 2012). 
Standar akuntansi terus mengalami perkembangan seiring kemajuan dalam 
dunia usaha. Perkembangan itu dilandasi oleh berbagai pertimbangan terutama di era 
globalisasi sekarang ini sehingga untuk menyatukan berbagai negara dan 
memudahkan transaksi antar negara tersebut dipandang perlu menerapkan suatu 
standar akuntansi yang bisa diterima secara global. Konvergensi Pedoman Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standards (IFRS) 
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menjadi perhatian para pelaku dunia usaha di Indonesia. Indonesia dipandang perlu 
melakukan konvergensi IFRS untuk kepentingan global agar dapat meningkatkan 
daya informasi laporan perusahaan-perusahaan di Indonesia, selain juga merupakan 
salah satu kesepakatan Pemerintah 
 Indonesia sebagai anggota G20 Forum di Washington DC tanggal 15 
Nopember 2008. IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang 
memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures 
yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga 
mencapai kesimpulan tertentu (Kustina, 2012). Standar ini muncul akibat tuntutan 
globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam 
bisnis lintas negara ini   
IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu principles based, lebih banyak 
menggunakan nilai wajar sebagai dasar penilaian dan pengungkapan yang lebih 
banyak. Dalam standar yang lama sebenarnya telah menggunakan dasar nilai wajar, 
namun nilai wajar diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian sesudah pencatatan 
awal untuk beberapa aset yang memiliki nilai wajar yang dapat diandalkan (Martani, 
2014). Sementara, standar yang bersifat principle based merupakan standar  yang 
hanya mengatur hal-hal yang prinsip bukan mengatur yang detail konsekuensinya 
diperlukan professional judgment dalam menerapkan standar. Untuk dapat memiliki 
professional judgment seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, skill dan etika 
karena jika tidak memiliki ketiga hal tersebut maka professional judgment yang 
diambil tidak tepat. Karena membutuhkan professional judgment maka 
profesionalitas dan integritas moral akuntan sangat dibutuhkan. Selanjutnya dari segi 
integritas moral, dengan adanya banyak profesional judgment, maka semakin banyak 
komponen laporan keuangan yang didasarkan pada subjektivitas akuntan. 
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Akuntansi sebagai alat bisnis bukanlah sebuah instrumen “mati”, akuntansi 
adalah praktik moral dan diskursif. Sebagai praktik diskursif, akuntansi dipandang 
sebagai alat untuk menyampaikan “sesuatu” atau informasi kepada orang lain. 
Informasi yang disampaikan oleh akuntansi tadi akan berpengaruh pada prilaku 
penggunanya. Dan sebaliknya pengguna informasi akuntansi (atau masyarakat 
bisnis) juga mempunyai kemampuan untuk memengaruhi akuntansi sebagai 
instrument bisnis. Oleh sebab itu menurut Triyuwono (2011) penggunaan akuntansi 
oleh seorang akuntan harus hati-hati dalam mengkonstruk, menggunakan dan 
mengkomunikasikannya, artinya akuntansi secara ideal dibangun dan dipraktikkan 
berdasarkan nilai-nilai etika, sehingga informasi yang dipancarkan juga bernuansa 
etika. Dan akhirnya keputusan-keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan etika 
tadi mendorong diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika. 
Sebagaimana yang diungkapkan di atas, maka akuntansi sebagai instrumen 
sarat nilai mempunyai beberapa unsur pembangun yang tidak bisa lepas dari realitas 
penggunaan akuntansi itu sendiri. Dalam hal ini, akuntansi konvensional yang telah 
eksis terlebih dahulu sebagai anak budaya dari perilaku pelaku ekonomi 
konvensional mempunyai nilai-nilai filosofis seperti apa yang menjadi asumsi dasar 
ekonomi konvensional. Artinya, akuntansi konvensional juga mewakili corak 
implementasi ekonomi konvensional yang dianggap sesuai dengan dirinya sendiri. 
Islam sebagai ideologi yang berbeda diperlukan sebagai pembanding yang 
diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntansi yang memiliki nilai 
keadilan dan kebenaran bagi stakeholders. Akuntansi sebagai suatu produk budaya 
dalam perkembangannya dijiwai oleh ideologi di mana akuntansi ditumbuhkan. 
Sehingga nilai-nilai yang melekat dalam akuntansi tersebut merupakan pencerminan 
dari balutan ideologi yang mendasari konsep-konsep yang dipakainya. 
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Akuntansi dalam profesinya menjadi tulang belakang (backbone) sistem 
informasi keuangan organisasi. Informasi disini digunakan oleh stakeholder guna 
mengambil keputusan untuk pengalokasian sumberdaya ekonomi, salah 
penginformasian akan memberikan dampak ekonomi secara fatal pada organisiasi. 
Sehingga sangat dibutuhkan kualitas akuntan yang baik untuk mewujudkan laporan 
keuangan yang relevan dan andal. Kualitas tersebut diantaranya profesionalitas, 
integritas dan etika akuntan. Setelah ketiga hal tersebut terpenuhi, barulah kita 
meninjau standar akuntansi yang berlaku apakah sudah menjamin terciptanya laporan 
keuangan yang memiliki kualitas tinggi atau belum. Standar merupakan pedoman 
yang dapat diterima secara umum dalam lingkup nasional bahkan dalam lingkup 
internasional (IFRS). Setelah semua kualitas akuntan dan kualitas standar 
terposisikan dengan baik barulah akuntansi dan profesinya (akuntan) dapat menjadi 
motor penggerak perwujudan “transparency dan accountability”. 
Menurut Ruslan (2013) status sebagai profesi banyak yang mempertanyakan 
disebabkan karena pada praktiknya muatan otonomisasi akuntan tidak terlihat, lebih 
banyak dipasung dan dikendalikan oleh kepentingan. Dalam entitas bisnis banyak 
anggapan yang menganggap bahwa seolah-olah ketika akuntan telah dibayar sewa 
jasa maka ia mempersepsikan dapat mendiktenya sesuai kepentingan manajemen. 
Dorongan mata pencaharian mengalahkan dorongan sebagai profesi, maka yang 
terjadi adalah mencatat (creative accounting) sesuai kepentingan pemodal dan 
manajemen di samping juga kepentingan pribadi terpenuhi, earning management, 
windows dressing, lipstick accounting, income smoothing, mereproduksi laporan 
yang distortif dan manipulatif baik dalam bentuk formal prosedur maupun moral 
hazard. 
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Konsep priciple based yang dianut oleh IFRS semakin menambah peran 
professional judgment dalam pengambilan keputusan. Professional judgment 
diperlukan dalam menerapkan standar, membuat penilaian serta memberikan 
pendapat apabila auditor atau akuntan telah menyelesaikan pekerjaanya. Hal yang 
kemudian menjadi permasalahan atas konvergensi IFRS adalah dengan semakin 
bertambahnya peran professional judgment tersebut memunculkan masalah etika. 
Banyaknya pihak yang berkepentingan sehingga dalam pengambilan judgment dapat 
memicu terjadi pertarungan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
sosial. Hal ini mengingat akuntansi konvensional sarat dengan nilai egoistik dan 
akuntansi merupakan sebuah disiplin ilmu yang semakin kompleks mengalami 
benturan dan dilema etika. Sementara nilai etika yang terkandung dalam IFRS lebih 
kepada integritas dan objectivity dalam masih dalam tata penilaian materialitas. 
Akuntansi dalam hukum Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran 
dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Seperti 
tercantum dalam Surat Al Baqarah: 2/282: 
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     ..... 
Terjemahnya: 
Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil.  
Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ayat ini diturunkan 
berkaitan dengan masalah salam (mengutangkan) hingga waktu tertentu. Firman 
Allah, “hendaklah kamu menuliskannya ” merupakan perintah dari-Nya agar 
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dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat 
membimbing, bukan mewajibkan. 
Selanjutnya Allah swt menegaskan: “Dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menulisnya dengan adil.” Yakni dengan benar, tidak menyalahi 
ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga 
merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari 
kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, 
yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis 
perjanjian, dan kejujuran. 
Ayat lain juga menyebutkan bagi orang yang telah menerima kepercayaan 
untuk menjalankan sebuah pekerjaan, al-Qur‟an mengharuskannya untuk menjaga 
amanat dengan tanggungjawab dan tidak boleh berkhianat QS. al-Anfal:8/27.  
 
                            
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
Dalam ayat yang lain, Allah memasukkan orang-orang yang menjaga amanat 
ke dalam kelompok orang-orang yang meraih kebahagiaan (QS. Al-Mukminun ayat 8 
dan Al-Ma’arij ayat 32). Kebahagiaan yang akan diberikan sebagai balasan orang-
orang yang menjaga amanat adalah dimasukkan ke dalam sorga (QS. al-Ma’arij ayat 
35). Dalam konteks ini, Allah juga menganjurkan kepada umat manusia, bahwa di 
dalam memilih karyawan (tenaga kerja) hendaklah memperhatikan dua aspek, yakni 
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kemampuan (kekuatan) dan amanah atau keterpercayaannya (QS. al-Qashash ayat 
26). 
Pelengseran nilai seperti „‟etika‟‟ dalam epistemologi Barat disebabkan 
karena nilai sebagai realitas abstrak tidak dapat diterjemahkan secara materil dan 
matematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi kapitalisme telah gagal untuk 
menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Sehingga sifat egoisme dan pragmatisme 
mendominasi akuntansi modern yang terefleksi dalam bentuk pengkerdilan 
stakeholders dan hanya berorientasi stockholders (private costs dan private benefits). 
Dalam konteks syariah islam harus profesional apabila bekerja di bidang 
bisnis syariah dan dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi, 
penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Kritis Professional judgment dalam 
Internasional Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik” 
mengingat akuntansi  sebagai disiplin ilmu yang sarat nilai dan mempunyai peran 
penting dalam membentuk lingkungan sehingga perlu dibentuk kesadaran altruistik 
menggantikan egoistik yang selama ini telah menjajah akuntansi dan membangun 
kesadaran akuntanbilitas sebagai khalifatullah fil ardh sehingga setiap judgment yang 
diambil tidak terlepas dari pertimbangan nilai-nilai syariah.  
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
  Fokus penelitian ini adalah aspek etika dalam pelaporan keuangan khususnya 
dalam professional judgment yang muncul karena perubahan asumsi dasar rule based 
menjadi priciple based dalam IFRS. Hal ini mengingat bahwa dalam mengambil 
sebuah judgment tidak lepas dari pertarungan etika. Adapun penelitian dilakukan 
dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki 
kapasitas dalam memberikan informasi terkait informasi yang dibutuhkan dan 
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didukung dengan telaah literatur secara mendalam pula. Penelitian ini bermaksud 
untuk melakukan kajian mendalam terkait  sejauh mana nilai etika diterapkan dalam 
professional judgment berdasarkan IFRS dan konsep professional judgment seperti 
apa yang sesuai dengan nilai-nilai etika profetik. 
  Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami 
pendapat, sikap, dan tanggapan manajer keuangan atau Auditor selaku praktisi 
sehubungan dengan konvergensi IFRS yang sedang giat dilakukan oleh perusahaan-
perusahann serta implikasi dari konvergensi tersebut terhadap professional judgment 
dan sejauh mana perilaku etika menjadi aspek perhatian penting dalam hal tersebut. 
Mereka adalah pihak yang menjadi sasaran dan mengalami langsung serta peneliti 
anggap paling memahami proses konvergensi IFRS dan kaitannya dengan 
professional judgment. Oleh karena itu, pendapat mereka terkait penelitian ini sangat 
diperlukan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini kemudian 
ingin menganalisis dan mengkritisi konsep/asumsi dasar dalam IFRS yang semakin 
menambah peran professional judgment dalam pengambilan keputusan dan 
mengembangkan sebuah konsep professional judgment berdasarkan nilai-nilai etika 
profetik. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh 
konvergensi IFRS dari berbagai aspek serta pengaruhnya terhadap perusahaan dan 
audit dan sangat jarang yang meneliti tentang pengaruh dari professional judgment 
tersebut. Lebih lanjut penulis ingin meneliti mengenai bagaimana konsep 
professional judgment yang sesuai dengan nilai-nilai etika profetik. Dari penjelasan 
tersebut, rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah: 
9 
 
 
1. Bagaimana pemahaman dan pengaplikasian professional judgment 
berdasarkan IFRS? 
2. Bagaimana tinjauan nilai-nilai etika profetik dalam aplikasi professional 
judgment? 
D. Kajian Pustaka 
  Penelitian terdahulu terkait professional judgment dalam IFRS belum banyak 
dilakukan, namun penelitian ini mencoba mengambil referensi dari berbagai 
penelitian terdahulu terkait konvergensi IFRS dan implikasinya terhadap kualitas 
laporan keuangan.  Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dari berbagai aspek, 
variabel, metode hingga pendekatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa penelitian 
terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini. 
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      Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
 
PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN 
Ratih Handayani 
(2011) 
Dampak Konvergensi IFRS 
terhadap Praktik Akuntansi dan 
Dunia Pendidikan 
 
 
Kemunculan IFRS menyebabkan paham 
kapitalisme berkembang pesat, dan di sisi 
lain dunia pendidikan turut pula 
mendukung perubahan paradigma 
tersebut. kelemahan yang timbul dari 
perubahan paradigma tersebut adalah 
kemampuan daya banding laporan 
keuangan menjadi berkurang karena 
judgment yang dibuat oleh satu pembuat 
laporan keuangan dapat berbeda dengan 
pihak lain. 
Harjanti 
Widiastuti 
(2011) 
Kesiapan Dosen Akuntansi dalam 
Mengintegrasikan 
Materi IFRS dalam Mata Kuliah 
 
Hasil survey mengenai persepsi implikasi 
pengadopsian IFRS terhadap praktik & 
pengajaran akuntansi menunjukkan bahwa 
sebanyak 72% dosen mempersepsikan 
Meningkatnya judgment dalam penerapan 
standar akuntansi berbasis IFRS, sebanyak 
51% dosen menganggap perlu perubahan 
kurikulum, dan 67,9% dosen menganggap 
materi etika profesi merupakan materi 
yang penting untuk dimasukkan dalam 
kurikulum dengan cakupan yang lebih 
luas. 
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Tabita Indah 
Iswari dan Indra 
Wijaya Kusuma 
(2013) 
The Effect of Organizational-
Professional Conflict towards 
Professional judgment by Public 
Accountant Using Personality 
Type, Gender, and Locus of 
Control as Moderating Variables 
Penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh antara konflik profesional 
organisasi dan penilaian profesional 
diperkuat oleh variabel kepribadian dan 
gender sebagai variabel moderator tetapi 
tidak berpengaruh signifikan untuk lokus 
variabel kontrol. Jelaslah bahwa jika 
auditor atau wanita yang memiliki tipe 
kepribadian A terlibat dalam keadaan 
konflik antara nilai-nilai profesional maka 
akan cenderung membuat bias penilaian 
profesional. Sebaliknya, tidak ada 
relevansi antara tipe locus of control 
internal dan eksternal yang dimiliki oleh 
auditor akan memengaruhi penilaian audit 
yang dilakukan pada saat dia terlibat 
dalam konflik antara nilai-nilai organisasi 
dan profesional. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: 
1. Menggambarkan pemahaman dan aplikasi professional judgment 
berdasarkan IFRS? 
2. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang tinjauan etika profetik 
dalam menerapkan professional judgment? 
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F. Manfaat Penelitian 
Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang kemudian 
hendak diperoleh antara lain; 
1.    Manfaat Teoretis 
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam 
pengembangan pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang pelaporan 
keuangan terkait penerapan nilai-nilai etika profetik dalam mengaplikasikan 
professional judgment. Penelitian ini ingin memperkuat Shariah enterprise 
theory (SET) yang dicetuskan oleh Iwan Triyuwono terkait dengan 
akuntabilitas. Namun, terlepas dari apa yang diungkapkan oleh Iwan 
Triyuwono tersebut, penelitian ini ingin menemukan sebuah konsep 
penerapan nilai etika profetik dalam professional judgment dengan didukung 
SET. 
2.  Manfaat Praktis  
  Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 
bagi praktisi khususnya manajer keuangan sebagai penyaji laporan keuangan 
dan auditor untuk menerapkan nilai-nilai etika profetik dalam professional 
judgment. Hal ini karena mengingat aspek etika menjadi hal penting dalam 
pengambilan kebijakan. 
3.    Manfaat Regulasi 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
pertimbangan dan pemikiran terhadap badan penyusun standar akuntansi 
tentang pentingnya membatasi dan fleksibilitas pemilihan model akuntansi 
dengan nilai-nilai etika guna menciptakan professional judgment yang 
berkualitas dan tidak lepas dari nilai-nilai ilahiah. 
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  BAB II 
TINJAUAN TEORETIS
 
 
A. Shariah Enterprise Theory (SET) 
Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu social integration 
yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan knowledge 
yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu knowledge yang juga 
mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah 
aspek spiritual atau nilai-nilai ilahi.  
Konsep yang berlaku dalam shariah enterprise theory adalah Allah SWT. 
sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber 
daya yang digunakan dan dimiliki stakeholders merupakan amanah dari Allah swt. 
yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakannya dengan 
cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Dimana tujuan dari 
penggunaan sumber daya ini tidak lain hanyalah untuk mendapatkan mardhatillah  
(ridho/ijin Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya 
dengan cara yang membuatnya menjadi rahmatan lil alamin (membawa rahmat bagi 
seluruh alam).  
SET (Shariah enterprise theory) yang dikembangkan berdasarkan metafora 
zakat memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan Entity Theory. 
Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam 
(Triyuwono, 2006, Hal 354). Bentuk akuntabilitas ini akan menciptakan kesadaran 
keTuhanan karena pertanggungjawaban dilakukan sebagai bentuk rasa 
tanggungjawab yang tinggi kepada Tuhan sebagai khalifatullah fil ardh.  
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SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi adalah pengakuan income 
dalam bentuk nilai tambah, bukan income dalam pengertian laba yang dikapitalisasi 
dalam bentuk materi. SET yang dikembangkan berdasarkan metafora Zakat ini pada 
dasarnya memiliki karakter keseimbangan (Triyuwono, 2011). Karakter 
keseimbangan itu adalah keseimbangan antara egoistic dan altruistic. Konsekuensi 
dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan 
individu tetapi juga pada pihak lainnya, yaitu kepedulian terhadap stakeholder yang 
lebih luas yang meliputi Tuhan, Manusia dan alam.  
Menurut SET, Tuhan merupakan pelanggan tertinggi dan satu-satunya tujuan 
hidup manusia. Sehingga pertanggungjawaban (akuntabilitas) perusahaan terhadap 
Tuhan ini sebagai tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada 
“membangkitkan kesadaran keTuhanan”. Dengan menjadikan Tuhan sebagai 
stakeholder utama maka secara otomatis pertanggungjawaban terhadap sesama 
manusia dan alam akan terwujud.  
Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang oleh Triyuwono (2011) 
dibedakan menjadi dua yaitu Direct-Stakeholders (pihak yang secara langsung 
memberikan kontribusi terhadap perusahaan baik dalam bentuk financial maupun no-
financial) dan Indirect-Stakeholders (pihak yang tidak memberikan kontribusi 
terhadap perusahaan). Akuntabilitas terhadap manusia ini dapat menciptakan 
kesejahteraan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau pun dieksploitasi.  
 Golongan stakeholder terakhir SET adalah alam. Alam memberikan 
kontribusi yang besar bagi keberlangsungan perusahaan. Karena didirikan di atas 
bumi, menggunanakan energi yang tersebar di alam dan semua disediakan oleh alam. 
 Dari penjelasan singkat di atas secara implisit dapat kita pahami bahwa SET 
tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami 
oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari 
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segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. 
Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (khalituLlah fil ardh) yang 
memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan 
manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa 
yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan 
sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya 
(Triyuwono, 2007). 
B. Teori-teori Etika 
1. The Divine Command Theory 
Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan 
akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu 
untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom (the divine command 
theory) dilandasi oleh filsafat kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral 
manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak 
Allah. Menurut teori ini, baik agama yahudi maupun Kristen meyakini bahwa 
Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, 
dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan/perintah Allah 
sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Dengan kata lain, menurut Rachel bahwa 
etika dan agama selalu berjalan beriringan. 
Orang-orang beriman  (beragama) umumnya percaya bahwa etika hanya dapat 
dipahami dalam konteks agama. Menurut Rachel (1993) dalam Al-Aidaros (2013)  
bahwa Tuhan hadir sebagai pemberi hukum yang telah menciptakan manusia, dan 
dunia tempat kita hidup untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan tersebut tidak 
dapat dipahami secara absolut. Teori ini memunculkan beberapa masalah serius bagi 
mereka yang percaya dan tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Mereka yang tidak 
percaya seperti ateis beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada sehigga secara 
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keseluruhan teori ini dihapus. Ketika Tuhan tidak ada, artinya tidak masuk akal jika 
etika didasarkan pada perintah Tuhan. Di sisi lain, mereka yang beriman menilai teori 
ini mempunyai masalah dengan alasan etiologi. Teori ini tidak secara jelas 
menjelaskan seperti yang disarankan oleh Socrates bahwa apakah suatu tindakan 
dikatakan benar karena Tuhan memerintahkan itu, atau Tuhan memerintahkan suatu 
tindakan yang benar. 
Berbeda dengan agama Yahudi dan Kristen, islam mempunyai penjelasan 
yang lebih kuat tentang tujuan penciptaan manusia di dunia. Manusia diciptakan 
semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT (Al-qur’an 51:56) dengan 
mendekati perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Karenanya, bagi orang 
yang beriman, meyakini bahwa apa yang benar dan salah didukung melalui firman 
Allah dan sunnah Rasul. Berdasarkan dua pondasi dasar tersebut. Muslim percaya 
bahwa tindakan manusia dikatakan benar jika sesuai dengan firman Allah dan sunnah 
Rasul. Islam percaya dan menerima perintah Allah SWT tentang benar dan salah 
karena Allah maha tahu, termasuk apa yang terbaik untuk manusia (Al-Qur’an 58:7; 
Al-Qadarawi 1985; Mohammed 2005) dalam Al-Aidaros (2013). 
2. Virtue theory 
Virtue teori menetapkan benar dan salahnya sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan 
nilai-nilai spesifik yang setiap orang harus ikuti. Menurut teori ini, tujuan dari 
kehidupan etis adalah untuk mengembangkan karakter umum yang disebut kebajikan 
etis, dan untuk mengaplikasikan dan menerapkan dalam kehidupan. Virtue teori tidak 
menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini 
tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai 
sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai 
manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. 
Karakter/sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat/watak yang telah 
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melekat/dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku 
yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk 
secara amoral disebut manusia hina. 
Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengajukan beberapa 
sifat utama (virtue) yang setiap orang harus miliki antara lain adalah kesopanan, 
kegotong-royongan, keberanian, keadilan, keramahan, kemurahan hati, kejujuran, 
keadilan, loyalitas, kepercayaan diri, pengendalian diri, kesederhanaan, keadilan dan 
toleransi (Rachels et al 1993) dalam (Al-Aidaros, 2013). 
Selanjutnya, Setiap stakeholder mungkin memiliki pendapat yang berbeda 
mengenai praktik akuntansi, mungkin ada sifat keutamaan (kebajikan) yang saling 
bertentangan yang akuntan harus pertimbangkan, dan sulit bagi akuntan profesional 
untuk menyelesaikan konflik tersebut (Duska et al. 2003) dalam (Al-Aidaros, 2013). 
Meskipun ada beberapa kritik dalam penerapan teori ini, namun teori ini masih 
memainkan peran penting dalam praktek akuntansi. Berdasarkan pada gagasan teori 
keutamaan (virtue) ini, American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) 
sebagai organisasi akuntansi di dunia menetapkan kode etik yang merupakan etika 
moralitas yang ditetapkan untuk akuntan profesional. Etika moralitas ini dijabarkan 
dalam prinsip dan aturan akuntan “kode etik” 
Dalam pandangan yang berbeda, islam menganggap baik teori tindakan etis 
dan etika moralitas, bukan satu-satunya kriteria etika moralitas teori yang didasarkan 
pada karakter. Dalam islam, setiap manusia harus berperilaku sesuai dengan 
karakteristik etika tertentu, tetapi sumber-sumber karakteristik etika ini berasal dari 
Al-quran dan Sunnah (Al-Qur’an 31:77). 
3. Teori Etika Deontologis 
  Teori ini adalah teori yang dibangun oleh Immanuel Kant (1724-1804), 
seorang filosof Jerman yang mengklaim bahwa “iktikad baik” (a good will) adalah 
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sebagai satu-satunya dasar moralitas sebuah tindakan. Dengan demikian Kant 
beranggapan bahwa sebuah tindakan dianggap baik bukan karena hasil atau 
konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, tetapi sebaliknya tindakan itu 
dianggap baik dari pelaku tindakan.  
  Seperti yang dikatakan di atas bahwa “iktikad baik” adalah tindakan yang 
dilakukan dengan alasan prinsip, yaitu dari rasa kewajiban. Konsep kewajiban – 
dalam arti ketentuan yang harus dilakukan seseorang – yang kemudian oleh Kant 
merupakan pengembangan dari konsep kewajiban dalam arti khusus (di samping juga 
konsep yang diambil dari agama Protestan dan Kristen), seperti kewajiban sebagai 
orang tua, kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara dan lain-
lainnya. Dari konsep yang spesifik ini, Kant mengembangkannya ke dalam konsep 
kewajiban yang bersifat universal dengan mengabaikan ide tentang kegunaan (utility).  
  Dalam menerapkan teori etika deontologi dalam praktik akuntansi, akuntan 
mungkin akan menemukan kesulitan untuk menangani masalah konflik tugas bagi 
para pemangku kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, mereka mungkin 
mengambil tindakan dengan konsekuensi sedikit memberikan kerugian atau dengan 
kata lain memberikan keuntungan terbesar bagi kepentingan pribadinya. Ketika hal 
ini terjadi, tindakan akuntan dapat dievaluasi dengan menggunakan kacamata teori 
egoisme dan teori utilitarian untuk menyelesaikan masalah tersebut (Amstrong 1993) 
dalam (Al-Aidaros, 2013). Di samping itu, teori etika deontologi ini juga mungkin 
menghadapi kesulitan dalam menilai apakah suatu tindakan dilakukan dengan 
pertimbangan konsekuensi yang baik atau buruk karena hal ini berhubungan dengan 
niat seseorang yang pada dasarnya sulit untuk dinilai dari luar. 
4. Teori Disonansi Kognitif 
Teori Disonansi Kognitif diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 
dan berkembang pesat sebagai sebuah pendekatan dalam memahami area umum 
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dalam komunikasi dan pengaruh sosial. Teori disonansi kognitif menjadi salah satu 
penjelasan yang paling diterima terhadap perubahan tingkah laku dan banyak perilaku 
sosial lainnya.  
Festinger (1957) dalam Agung (2007) menjelaskan bahwa disonansi kognitif 
adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang 
tidak konsisten, menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Hal ini didukung oleh 
Vaughan dan Hogg yang menyatakan bahwa disonansi kognitif adalah suatu kondisi 
tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki satu atau lebih 
kognisi (sejumlah informasi) yang tidak konsisten dan tidak sesuai satu dengan yang 
lain. 
Festinger menyatakan bahwa kognitif menunjukkan pada Setiap bentuk 
pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri seseorang atau 
lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata 
atau pengalaman sehari-hari di lingkungan dan hal yang terdapat dalam dunia 
psikologis seseorang. Dua situasi umum yang menyebabkan munculnya disonansi, 
yaitu ketika terjadi peristiwa atau informasi baru dan ketika sebuah opini atau 
keputusan harus dibuat, dimana kognisi dari tindakan yang dilakukan berbeda dengan 
opini atau pengetahuan yang mengarah dengan tindakan lain. 
Kondisi konflik profesional organisasi mungkin berhubungan dengan teori 
disonansi kognitif untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. 
Kemampuan kognitif yang didefinisikan oleh Ivcevic dan Mayer (2006 ) dalam 
Iswari (2013)  sebagai kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide kreatif. Teori 
disonansi kognitif adalah sebuah konsep yang paradoks dengan gagasan dari 
kemampuan kognitif .  
Menurut Iswari (2013) Jika teori ini dilaksanakan dalam konteks praktik 
akuntansi dan audit audit, sebagai akuntan dan auditor menghadapi situasi konflik 
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dengan profesional, ia akan mencoba untuk mengurangi disonansi dengan 
membenarkan keputusan dibuat tanpa pertimbangan bahwa putusan yang dibuat bias 
atau tidak. 
5. Etika Profetik 
a. Humanisasi 
Dalam Ilmu Sosial Profetik, humanisasi artinya memanusiakan 
manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan 
kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme 
Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan 
bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo 
berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat 
dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi 
dasarnya. 
Humanisme Barat lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan 
Gereja yang bersifat dogmatis pada abad Pertengahan. Pandangan 
antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi 
pada manusia. Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun 
oleh manusia sendiri. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai 
tolok ukur kebenaran dan kepalsuan, untuk memakai manusia sebagai kriteria 
keindahan dan untuk memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang 
menjanjikan kekuasaan dan kesenangan manusia. Antroposentrisme 
menganggap manusia sebagai pusat dunia, karenanya merasa cukup dengan 
dirinya sendiri. Manusia antroposentris merasa menjadi penguasa bagi dirinya 
sendiri. Tidak hanya itu, ia pun bertindak lebih jauh, ia ingin menjadi 
penguasa bagi yang lain. Alam raya pun lalu menjadi sasaran nafsu 
berkuasanya yang semakin lama semakin tak terkendali. 
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Dengan rasio sebagai senjatanya, manusia antroposentris memulai 
sejarah kekuasaan dan eksploitasi atas alam tanpa batas. Modernisme dengan 
panji-panji rasionalismenya terbukti menimbulkan kerusakan alam tak 
terperikan terhadap alam dan manusia. Ilmu akal adalah ilmu perang yang 
metode dan taktik perangnya telah ditulis dengan amat cerdas oleh Descartes 
melalui semboyannya “Cogito Ergo Sum”. Melalui ilmu perang Descartes, 
peradaban modern menciptakan mesin-mesin perang terhadap alam berupa 
teknologi canggih untuk menaklukkan dan mengeksploitasi alam tanpa batas, 
juga mesin-mesin perang terhadap manusia berupa senjata-senjata canggih 
supermodern, bom, bahkan juga senjata pemusnah masal. Jadi, alih-alih 
humanisme antroposentris itu berhasil melakukan proses humanisasi, yang 
terjadi justru adalah proses dehumanisasi. 
Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti 
humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. 
Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi 
tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. 
Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi 
transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam 
tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, 
budaya dan negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan 
loneliness (privatisasi, individuasi). 
b. Liberasi 
Liberasi dalam Ilmu Sosial Profetik sesuai dengan prinsip sosialisme 
(marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya 
saja Ilmu Sosial Profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai 
ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu Sosial Profetik adalah dalam 
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konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-
nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran 
teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan 
didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab 
profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan 
kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. 
Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat liberatifnya jutru menolak agama 
yang dipandangnya konservatif, Ilmu Sosial Profetik justru mencari sandaran 
semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang 
telah ditransformasikan menjadi ilmu yang obyektif-faktual. 
Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat 
peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena 
kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari 
proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas 
kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat 
kongkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap sikap menghindar dari yang 
kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos. 
Kuntowijoyo menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem 
pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang 
membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya 
sebagai makhluk yang merdeka dan mulia. 
c. Transendensi 
Transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. 
Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai 
bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi 
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menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral 
dalam Ilmu Sosial Profetik. 
Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong 
terjadinya gairah untuk menangkap kembali alternatif-alternatif yang 
ditawarkan oleh agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
kemanusiaan. Manusia produk renaissance adalah manusia antroposentris 
yang merasa menjadi pusat dunia, cukup dengan dirinya sendiri. Melalui 
proyek rasionalisasi, manusia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa diri 
dan alam raya. Rasio mengajari cara berpikir bukan cara hidup. Rasio 
menciptakan alat-alat bukan kesadaran. Rasio mengajari manusia untuk 
menguasai hidup, bukan memaknainya. Akhirnya manusia menjalani 
kehidupannya tanpa makna. 
Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan 
makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat 
membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau 
teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang 
ingin merealisir rencana Tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah 
yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan. 
Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi 
memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu 
dilakukan. Transendensi dalam Ilmu Sosial Profetik di samping berfungsi 
sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi 
sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan 
untuk mengabdi pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada 
kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari 
kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan 
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kesadarannya-menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi 
tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia. 
C. Akuntansi dalam Bangunan Nilai-nilai Etika Profetik 
Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan 
pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2]:282. Perintah ini sesungguhnya 
bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar 
atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Subtansi” dari 
perintah ini adalah: Praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan benar (adil dan 
jujur). Substansi dalam konteks ini, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi 
oleh ruang dan waktu.  
Asal-usul pikiran tentang etika profetik ini, menurut Kuntowijoyo, bisa 
ditelusuri dalam tulisan-tulisan Iqbal dan Roger Garaudy. Dalam Membangun 
Kembali Pikiran Agama dalam Islam, Iqbal mengungkapkan kembali kata-kata 
seorang sufi bahwa Nabi Muhammad SAW telah sampai ke tempat paling tinggi yang 
menjadi dambaan ahli mistik (dalam peristiwa Isra Mi’raj), tetapi ia kembali ke dunia 
untuk menunaikan tugas-tugas kerasulannya. Pengalaman keagamaan yang luar biasa 
itu tidak mampu menggoda Nabi untuk berhenti. Akan tetapi, ia menjadikannya 
sebagai kekuatan psikologis untuk perubahan kemanusiaan. Sunnah Nabi yang 
demikian ini yang disebut dengan etika profetik (Wangsitalaja, 2002) 
Selanjutnya, dari Roger Garaudy, filosof Perancis yang menjadi muslim, 
etik profetik juga memperoleh penegasannya. Roger Garaudy menulis Janji-Janji 
Islam (1982). Menurutnya, filsafat Barat tidak memuaskan karena terombang-ambing 
antara dua kubu, idealis dan materialis. Filsafat Barat lahir dari pertanyaan tentang 
bagaimana pengetahuan dimungkinkan. Ia menyarankan untuk mengubah pertanyaan 
itu menjadi bagaimana wahyu dimungkinkan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk 
menghindari kehancuran peradaban ialah dengan mengambil kembali warisan Islam. 
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Filsafat Barat sudah “membunuh” Tuhan dan manusia, karena itu ia menganjurkan 
supaya umat manusia memakai filsafat kenabian (profetik) dari Islam dengan 
mengakui wahyu (Kuntowijoyo, 1993). 
Agama sebagai pegangan hidup manusia serta merupakan sumber nilai 
menjadi harapan untuk itu. Maka disini tampak pentingnya etika profetik yang 
mengandung nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendesi yang dicetuskan oleh 
Kuntowijoyo, yang dipetik dari Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan sumber nilai 
bagi umat Islam dalam mengantisipasi dan mengatasi kecenderungan masyarakat 
industrial tersebut. 
Humanisasi, dalam pandangan Kuntowijoyo (2004 : 92) dimaksudkan sebagai 
memanusiakan manusia, yaitu upaya menempatkan posisi manusia sebagai makhluk 
yang mulia sesuai dengan kodrat atau martabat kemanusiaannya. Berdasarkan 
pemahaman ini, maka konsep humanisasi Kuntowijoyo berakar pada humanisme-
teosentris, yaitu manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya 
adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Konsep humanisasi adalah memanusiakan 
manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari 
manusia. Konsep humanisme yang berakar pada humanisme-teosentris yang tak bisa 
dipahami secara utuh tanpa memahami yang menjadi konsep dasarnya. Humanisme-
teosentris maksudnya manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tetapi tujuannya 
adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Artinya keyakinan religius yang berakar 
pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau 
tindakan manusia, keduanya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. 
Humanisme-teosentris inilah merupakan nilai inti (core-value) dari seluruh ajaran 
Islam. 
Konsep humanis ini dari sisi akuntansi syariah yang diungkapkan oleh 
Triyuwono (2006) bahwa humanis merupakan teori akuntansi syariah bersifat 
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manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan sesuai kapasitas 
yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang 
lain dan alam secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini berarti 
teori Akuntansi syariah tidak bersifat a historis (sesuatu yang asing), tetapi bersifat 
historis, membumi, dibangun berdasarkanbudaya manusia itu sendiri. 
Dalam menjalankan organisasi harus didasari pada peradaban bisnis yang 
berwawasan humanis, menurut Triyuwono (1996) dalam Afdal (2011) dimana bahwa 
akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas 
(peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan 
atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi 
yang mengikat manusia dalam hidup sehari- hari. 
Dengan kutipan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa humanis yaitu 
sifat manusiawi, memanusiakan manusia, dan bahkan mengembalikan manusia pada 
fitrahnya yang suci. Dimana diharapkan dapat menstimulasi prilaku manusia bahkan 
perusahan menjadi perilaku yang manusiawi, dengan begitu manusia akan semakin 
memperkuat kesadaran diri (self consciousness) tentang hakikat (fitrah) manusia itu 
sendiri, dan selalu tunduk serta patuh kepada Tuhan. 
Adapun liberasi yang dimaksud Kuntowijoyo adalah nilai- nilai yang 
memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman 
kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni 
kesadaran palsu. Nilai-nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan 
didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk 
membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi 
struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika marxisme 
dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang dipandangnya konservatif, 
Ilmu Sosial Profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai 
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profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang 
objektif-faktual. 
Transenden adalah unsur terpenting dari ajaran sosial Islam yang 
terkandung dalam Ilmu Sosial Profetik dan sekaligus menjadi dasar dari dua unsur 
lainnya, yaitu humanisasi dan liberasi. Yang dimaksud transenden dalam pandangan 
Kuntowijoyo adalah konsep yang diderivasikan dari tu’minuuna bi Allah (beriman 
kepada Allah), atau bisa juga istilah dalam teologi (misalnya persoalan Ketuhanan, 
makhluk-makhluk ghaib). Kuntowijoyo melanjutkan, transenden ini akan memberi 
arah ke mana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Adapun 
bagi umat Islam, transenden tentunya beriman kepada Allah SWT. transendensi 
merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-
nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun 
peradaban. Transenden menempatkan agama pada kedudukan yang sangat sentral 
dalam Ilmu Sosial Profetik. 
Transendental dari sudut pandang Akuntansi Syariah (Triyuwono. 2006) 
mengungkapkan bahwa Transendental merupakan teori yang tidak hanya melintas 
batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, bahkan melintas batas dunia materi 
(ekonomi). Nilai transendental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa 
akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai 
instrumen yang melintas batas dunia profan. Dengan kata lain, Akuntansi Syariah 
tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik 
perusahaan (stakeholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan 
Tuhan. Nilai ini semakin mendorong seseorang untuk selalu menggunakan, atau 
tunduk dan pasrah terhadap, kehendak tuhan (yang terwujud dalam etika syariah), 
dalam melakukan praktik akuntansi dan bisnis.  
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Nilai transendental ini juga mengantar manusia untuk selalu sadar bahwa 
praktik akuntansi dan bisnis yang ia lakukan mempunyai satu tujuan transendental, 
yaitu sebagai suatu bentukpenyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan meciptakan dan menyebarkan 
kesejahteraan bagi seluruh alam. 
D. Konvergensi IFRS dan Nilai-nilai etika dalam Professional judgment 
Sebelum konvergensi ke IFRS, standar akuntansi di Indonesia menggunakan 
US GAAP yang dirumuskan oleh FASB. US GAAP merupakan standar yang rules 
based (berbasis aturan). Standar yang berbasis aturan akan meningkatkan konsistensi 
dan keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu, namun di sisi lain mungkin 
kurang relevan karena ketidakmampuan standar merefleksi kejadian ekonomi entitas 
yang berbeda antar perusahaan dan antar waktu. Hal ini mengakibatkan aturan akan 
semakin banyak untuk menutup celah-celah yang lain. Standar yang detail juga 
menyediakan insentif bagi manajemen untuk mengatur transaksi sesuai hasil yang 
diharapkan berdasarkan aturan dalam standar. Auditor pun menjadi lebih sulit untuk 
menolak manipulasi yang dilakukan oleh manajemen ketika ada aturan detail yang 
menjustifikasinya. Disamping itu Standar yang detail tidak dapat memenuhi 
tantangan perubahan kondisi keuangan yang kompleks dan cepat. Standar yang detail 
juga menyajikan dengan aturan (form) tapi tidak merefleksi kejadian ekonomi yang 
mendasarinya secara substansial.  
Harry Suharto (2005:7) dalam Dermawan (2010) mengemukakan bahwa 
tuntutan melakukan konvergensi ke International Accounting Standards (IAS) dan 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sulit dihindari bagi praktik 
akuntansi dan audit baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, dan bukan 
hanya sektor private namun juga sektor publik. Sebagai full members the 
International Federation of Accountant (IFAC), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
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mempunyai kewajiban mematuhi dan memenuhi butir-butir Statement of Membership 
Obligations (SMOs) yang memuat tujuh kewajiban, antara lain: (1) quality assurance, 
(2) international education standards for professional accountant, (3) international 
standards, related practice statement and other papers issued by the international 
auditing and assurance standards board, (4) code of ethics for professional 
accountant, (5) international public sector accounting standards and guidance, (6) 
investigation and discipline, dan (7) international financial reporting standards 
(IFRS). Pilihan melakukan adopsi sulit dihindari karena Indonesia termasuk anggota 
World Trade Organization (WTO) yang wajib mamatuhi aturan main global. 
Berbeda dengan US GAAP yang berbasis aturan standar akuntansi IFRS 
berbasis prinsip, pengaturan pada tingkat prinsip akan meliputi segala hal 
dibawahnya. Namun kelemahannya, akan dibutuhkan penalaran, judgement, dan 
pemahaman yang cukup mendalam dari pembaca aturan dalam menerapkannya. 
Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan untuk dapat 
menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan. Standar berbasis prinsip 
memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi 
yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun 
hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, 
anggota komite audit, dan auditor menerapkan judgment profesionalnya untuk lebih 
fokus pada merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak 
sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar. 
Beralih ke IFRS bukanlah sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di 
laporan keuangan, tetapi mungkin akan mengubah pola pikir dan cara semua elemen 
di dalam perusahaan. International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai 
International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal 
pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip 
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yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan pengungkapan yang jelas dan 
transparan mengenai substansi transaksi ekonomi, penjelasan hingga mencapai 
kesimpulan tertentu dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian 
pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi 
keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia (Lestari, 2013). 
Sebenarnya jauh sebelum dunia ramai membicarakan tentang konvergensi 
IFRS, ditahun 1994 dalam kongres VII IAI, KPAI telah memutuskan untuk 
mengadopsi 100% kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang 
dirumuskan oleh IASC (international Accounting standard committee) (Kartikahadi, 
2010). Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan bahwaKonvergensi IFRS 
akan berakhir ditahun 2012. 
Dalam perkembangannya, standar akuntansi yang awalnya single standard 
telah berubah menjadi triple standard, yaitu : pertama, standar akuntansi Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik yang digunakan untuk perusahaan kecil dan menengah 
atau perusahaan yang tidak memiliki akuntanbilitas publik dan tidak memiliki fungsi 
fidusia, atau perusahaan yang mempunyai fungsi fiducia tetapi diwajibkan oleh 
regulator menggunakan standar SAK ETAP contohnya BPR. Kedua, Standar 
Akuntansi Syariah, yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi berbasis 
syariah, Ketiga adalah standar akuntansi berbasis IFRS yang digunakan untuk entitas 
yang mempunyai fungsi fidusia dan mempunyai pertanggungjawaban publik. 
Dalam  IFRS, aspek etika lebih ditekankan pada objektivitas dan integritas 
(Mintz, 2013). Aturan 102 dari kode AICPA mewajibkan anggota untuk menjaga 
objektivitas dan integritas, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak salah dalam 
memberikan fakta kepada orang lain. Integritas berarti mengamati baik bentuk dan 
semangat standar tehnical dan etika; pengelakan standar tersebut merupakan 
subordinasi penghakiman. kegunaan informasi ditingkatkan oleh objektivitas dan 
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integritas karena mereka memungkinkan profesional akuntansi untuk menahan 
tekanan oleh atasan untuk menempatkan wajah terbaik pada laporan keuangan 
daripada memiliki pernyataan mencerminkan realitas ekonomi. 
  Integritas (Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik), Setiap 
anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas 
setinggimungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 
pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan 
publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan 
yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, 
bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 
Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. 
Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat 
yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip) 
Objektivitas (Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari 
benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya 
adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip 
obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara 
intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau 
dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang 
berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota 
dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi 
manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang 
bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan 
manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan 
melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan 
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kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara 
obyektivitas). 
E. Rerangka Konseptual 
Dari penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, pembahasan 
mengenai realitas professional judgment dibalik konvergensi IFRS dalam pelaporan 
keuangan berdasarkan paradigma critical accounting study harus dimulai dari 
penjelasan dasarnya terlebih dahulu (philosophical thinking), yaitu bagaimana proses 
pengambilan judgment oleh pihak-pihak terkait sehubungan dengan asumsi dasar 
dalam IFRS. Kemudian penjelasan tersebut dikaitkan dengan pemikiran kebutuhan 
ilmu pengetahuan akuntansi ditinjau nilai-nilai etika profetik. Nilai-nilai etika 
profetik digunakan untuk menyusun konsep Professional judgment yang sesuai 
dengan nilai-nilai syariah dalam hal ini untuk menciptakan prilaku amanah dalam 
keputusan professional judgment sehingga akuntabilitas sebagai khalifatullah fil ardh 
dapat tercapai. Adapun nilai-nilai etika profetik meliputi Humanis, liberasi dan 
transenden. 
Secara sederhana, rerangka konseptual dapat dijelaskan melalui gambar 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
                                           Gambar 1 
                                 Rerangka Konseptual 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif (paradigma non-positivisme) menekankan pada 
pemahaman terhadap realitas sosial. Denzin dan Lincoln (1994; 2) dalam Sopanah 
(2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam 
setting alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena 
yang dilihat. Dengan kata lain, Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk 
membuka tabir secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam 
dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik 
yang berkenaan dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif 
yang berfokus pada angka-angka dan mengutamakan penilaian sistem. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan mengambil informan yang 
sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan daerah 
penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan responden, 
mengingat peneliti juga berdomisili di kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 
dengan mewawancarai beberapa informan yaitu  auditor untuk mendukung telaah 
literatur yang telah dilakukan. Kemudian lokasi penelitian ditentukan dengan 
kesepakatan peneliti dengan responden. Lokasi penelitian dapat berubah sewaktu-
waktu dan disesuaikan dengan keinginan dari informan penelitian agar informan 
merasa nyaman. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian 
kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan kritis dengan menggunakan etika 
profetik yang digagas oleh Kuntowidjojo. Etika profetik ini dihadirkan dengan 
metode objektifikasi yaitu melakukan internalisasi nilai-nilai internal ke dalam 
kategori-kategori objektif. Pendekatan kritis dianggap lebih tepat karena sesuai 
dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mencoba untuk memahami tapi juga 
berusaha mengubah realitas sosial. Menurut Neuman (2003) dalam Anis (2009) 
pendekatan critical lebih bertujuan untuk memperjuangkan ide peneliti agar 
membawa perubahan substansial pada masyarakat. Penelitian bukan lagi 
menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral/tidak memihak dan bersifat apolitis, 
namun lebih bersifat alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku 
masyarakat ke arah yang diyakini lebih baik.  
Menurut (Burrell and Morgan 1979;Chua 1986) dalam Triyuwono (2013) bagi 
paradigma ini, ilmu pengetahuan atau struktur sosial merupakan entitas yang 
menindas sekelompok orang. Paradigma ini sangat peduli tentang bagaimana orang-
orang tertindas tersebut dapat dibebaskan. Kemudian setelah dibebaskan, orang-orang 
tersebut diubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Contoh yang lebih konkrit 
misalnya adalah akuntansi (penjajahan) terhadap masyarakat bisnis. Karena begitu 
kuat dan lamanya penindasan ini, sehingga orang-orang yang tertindas tersebut 
sampai-sampai tidak merasakan bahwa dirinya sedang ditindas. Dengan demikian, 
bentuk-bentuk akuntansi baru akan dapat dihasilkan dengan paradigma ini. Tentu saja 
ilmu dalam paradigma ini sarat nilai, karena sarat dengan berbagai kepentingan 
modern. Akuntansi modern yang kapitalis oleh paradigma ini dipandang telah 
melakukan dominasi. 
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C. Jenis dan sumber data penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (self-report 
data) yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter 
(documentary data). Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran 
ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama 
melakukan interpretasi data. Ada pun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber 
tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan 
semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.  
Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 
informan. penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas 
informasi yang diberikan oleh informan bukan jumlah informan yang dilibatkan 
dalam penelitian ini. Informan penelitian tersebut di atas dipandang cukup cakap dan 
layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Oleh karena 
itu, Informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan 
kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003: 54) dalam (Riduwan, 2013) bahwa 
informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan 
kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya 
sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara 
sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan 
lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.  
Adapun informan dalam penelitian ini adalah Auditor. Dipilihnya Auditor 
sebagai informan dalam penelitian ini karena dipandang mampu memberikan 
informasi yang sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan selaku praktisi yang 
juga mempunyai hubungan dengan manajemer khususnya manajemer keuangan dan 
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dipandang punya pengalaman dan kedekatan yang mendalam dengan pengambilan 
judgment. Informan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Bpk Karto dengan Kompetensi sebagai Partner  
2. Bpk Amin  dengan Kompetensi sebagai Supervisor/Manajer 
3. Bpk Andi dengan Kompetensi sebagai Auditor Senior 
Adapun nama-nama yang digunakan di atas merupakan nama samaran untuk 
menjaga identitas informan. Informan tersebut mempunyai lingkungan kerja pada 
salah satu KAP Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; 
1. Wawancara Mendalam 
Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih 
mendalam. Tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang 
diri sendiri atau self – report atau setidak – tidaknya pada pengetahuan dan atau 
keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung 
dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara 
dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. 
2. Studi Pustaka 
 Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi 
dari buku,jurnal dan makalah untuk mendapatkan konsep dan data-data yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.  
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3. Studi Dokumentasi 
Dokumen merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya 
web perusahaan, laporan keuangan, gambar perusahaan, dan lain – lain. Informasi, 
data yang diperlukan dalam penelitian ini juga kami peroleh dari studi 
dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah 
terhadap buku literatur, majalah, jurnal, hasil seminar, artikel baik yang tersedia 
dalam media on-line (internet) maupun yang ada dalam perpustakaan. 
4. Internet searching  
 Selain melalui studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagai 
bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti.  
E.  Instrument Penelitian 
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun 
sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian sebagai berikut: 
a. Perekam suara 
b. Handphone 
c. Kamera 
d. Alat tulis 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data kualitatif digunakan bila data-data  yang terkumpul dalam riset 
adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat  berupa  kata-kata, kalimat-kalimat atau 
narasi-narasi baik yang diperoleh dari  wawancara mendalam maupun observasi. 
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen ada tiga tahap, yaitu: 
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(a).  Tahap reduksi data (b).  Tahap penyajian data (c).  Tahap penarikan kesimpulan 
dan verifikasi data. 
Menurut Salim (2006)  dalam (Saputro, 2014)  proses analisis data dilakukan  
sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Hal ini 
diambil dari pemikiran Iwan Triyuwono dan beberapa pemikir akuntansi syariah 
lainnya.  Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi 
penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang 
telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, 
sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian, yaitu tahap 
deskriptif dan tahap evaluatif/kritik 
a. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang 
dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki 
hubungan dengan nilai-nilai etika akuntansi, dan diakhiri dengan merumuskan alat 
analisis yang digunakan untuk menganalisa objek kritik, yaitu SET (syariah 
enterprise teori) 
b. Tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi konsep Professional 
judgment yang menjadi dasar penilaian dalam konsep laporan keuangan berbasis 
IFRS. Dalam menyampaikan kritiknya, peneliti akan berpedoman pada konsep etika 
profetik dalam mengkritik suatu pemikiran. Selanjutnya, evaluasi terhadap konsep 
professional judgment dalam pelaporan keuangan berbasis IFRS dilakukan dengan 
jalan melihat alur kausalitas serta konsistensi pola penjelasan konsep dasar dan 
format turunannya, melalui indikator-indikator dalam Etika Profetik yang dicetuskan 
oleh Kuntowijoyo yang terdiri atas nilai-nilai: Humanis, Liberasi, dan Transenden. 
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3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, 
peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, 
mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang 
diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. 
Dalam rangka melihat secara kritis konsep professional judgment, penelitian 
ini menggunakan Nilai Etika Profetik (Humanis, Liberasi dan Transenden) sebagai 
alat analisisnya. Alasan peneliti menggunakan konsep dalam Etika Profetik sebagai 
alat analisis karena akuntansi selama ini sebagaimana menurut Muhammad (2005) 
dalam (Saputro, 2013) dikenal sebagai salah satu instrumen ekonomi dan merupakan 
sebuah disiplin ilmu yang dibentuk dan mampu membentuk lingkungannya. 
Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang sarat akan nilai sehingga penulis 
memandang bahwa dalam konsep professional judgment yang sangat terkait erat 
dengan nilai/etika dalam praktiknya tak terlepas dari perilaku amanah terutama 
kepada Tuhan. 
Dalam analisis data dengan pendekatan Etika Profetik, professional judgment 
mengacu pada nilai-nilai syariah, dari itu untuk melihat bagaimana hubungan 
professional judgment dengan nilai-nilai etika profetik meliputi humanis, liberasi dan 
transenden. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut maka akan tercipta 
kesesuian yang berkesimbangan antara amanah yang telah mendasar pada individu 
dengan tujuan suatu entitas. Dari aspek tersebut pula peneliti menjelaskan tentang 
implementasi professional judgment berdasarkan nilai Etika Profetik. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif validitas dan realibilitas dinamakan sebagai 
kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu: (a) Peneliti 
tidak 100 % independen dan netral dari research setting; (b) Penelitian kualitatif 
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sangat tidak terstuktur (messy) dan sangat interpretive. Dalam meningkatkan 
kredibilitas menurut Anis (2009) terdapat 9 prosedur yaitu: (i) Triangulation; (ii) 
Disconfirming evidence; (iii) Research reflexivity; (iv) Member checking; 
(v)prolonged engagement in the field; (vi) collaboration; (vii) the audit trail; (viii) 
thick and rich description; dan (ix) peer debriefing. 
Penelitian ini menggunakan prosedur triangulation karena penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator secara konsisten 
sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Triangulation artinya menggunakan 
berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, untuk memahami 
dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat mengunakan lebih dari 
satu teori, lebih dari satu metode (inteview, observasi dan analisis dokumen. Prosedur 
ini menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian untuk memahami 
dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Norman K. Denkin dalam 
Rahardjo (2010) bahwa triangulasi meliputi empat hal yaitu: Triangulasi Metode, 
Triangulasi antar Peneliti. Triangulasi Sumber Data, dan Triangulasi Teori. Dalam 
penelitian ini hanya dipilih dua  jenis triangulasi yang dianggap sesuai dengan 
penelitian yang akan dilakukan yaitu; 
1. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informai tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 
(participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 
resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing 
cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya 
akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 
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fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
2. Triangulasi Teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual 
peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi 
teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu 
menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang 
telah diperoleh. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Konvergensi IFRS di Indonesia 
International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar 
akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board 
(IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia 
yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa 
(EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi 
Internasional (IFAC).International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu 
bernama International Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga 
independen untuk menyusun standar akuntansi. 
IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan 
penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan 
transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai 
kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang 
mengharuskan para pelaku  bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas 
negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua 
negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar 
internasional ini dengan standard yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan 
revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, 
sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis „true and fair (IFRS frame work 
paragraph 46).  
Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian 
IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:  
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1. Full Adoption; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan  
menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut 
gunakan.  
2. Adopted;  Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada 
Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun 
disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. 
3.  Piecemea; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu 
nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.  
4. Referenced (konvergence); Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya 
mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri 
oleh badan pembuat standar.  
5. Not adopted at all; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.      
Indonesia menganut bentuk yang mengambil IFRS sebagai referensi dalam sistem 
akuntansinya. Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni 
tahap adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian 
infrastruktur dan tahap implementasi pada 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
(DSAK –IAI) telah menetapkan roadmap. Pada tahun 2009, Indonesia belum 
mewajibkan perusahaan-perusahaan listing di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, 
melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. 
Namun pada tahun 2010 bagi perusahaan yang memenuhi syarat, adopsi IFRS sangat 
dianjurkan. Sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-
sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk 
menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 
Januari 2009. Pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK, Kementerian Keuangan sangat 
mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS. Hal ini sejalan dengan kesepakatan 
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pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 yang salah satunya adalah untuk 
menciptakan satu set standar akuntansi yang berkualitas yang berlaku secara 
internasional. Disamping itu, program konvergensi PSAK ke IFRS juga merupakan 
salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of Standards and Codes on 
Accounting and Auditing yang disusun oleh assessor World Bank yang telah 
dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) 
(BAPEPAM LK, 2010).  
Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama, 
meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Kedua, mengurangi biaya 
SAK. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Keempat, 
meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Kelima, meningkatkan 
transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang 
penghimpunan dana melalui pasar modal. Ketujuh, meningkatkan efisiensi 
penyusunan laporan keuangan. 
Standar akuntansi baru (IFRS) merupakan standar yang berbasis prinsip. 
Berbagai kelemahan melekat pada standar yang berbasis prinsip yang pada dasarnya 
sangat dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku pengguna standar, antara lain (1) tidak 
memberi petunjuk tafsir dan implementasi bagi pengguna standar, sehingga 
menyebabkan berbagai variasi dan penyimpangan praktik akuntansi di suatu negara, 
(2) Penyusunan standar akan menerima banyak pertikaian akuntansi dan auditing 
berdimensi beda tafsir atau penerapan bertolak belakang dan beralasan sama kuat. (3) 
menyuburkan akuntansi kreatif dan kasus litigasi berdimensi akuntansi dan (4) 
membuka peluang rekayasa tafsir dan Bultek yang membelokkan standar. Sangat 
dimungkinkan akan terjadi pembelokkan prinsip, sehingga kedepannya implementasi 
juga akan berbelok (Hoesada, 2009).  
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B. Etika, Professional Judgment, dan Pengambilan keputusan berdasarkan  IFRS 
Akuntansi sebagai anak dari ilmu sosial tidak lepas dari nilai egoistik. Hal ini 
mengingat akuntansi konvensional sebagai produk penting dalam dunia bisnis 
terutama di era globalisasi merupakan buah pemikiran dari negara-negara sekuler 
yang menegasikan wahyu Tuhan dan menganggap rasio manusia sebagai satu-satunya 
sumber kebenaran. Ilmu sekuler yang selama ini mengklaim sebagai value free 
ternyata penuh dengan muatan kepentingan yang akhirnya melahirkan hegemoni 
kebudayaan dan kepentingan ekonomi negara adidaya atas negara-negara 
berkembang. 
Akuntansi  sebagai disiplin ilmu terus mengalami perubahan sepanjang masa. 
Perubahan tersebut sudah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Akuntansi  
pada  masa  Babylonia,  misalkan,  sudah  sangat  berbeda  dengan akuntansi pada 
awal Islam, atau masa Luca Pacioli, atau pada masa sekarang. Hal ini menunjukkan 
bahwa akuntansi akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan 
zaman. 
Akuntansi konvensional memegang kendali besar terhadap keberlangsungan 
hidup kapitalisme. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi 
para pemilik modal dan pemegang kepentingan. Hal tersebut diantaranya dilakukan 
dengan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui ketetapan standar akuntansi untuk 
mengakomodasi kepentingan kapitalis tersebut. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya 
standar keuangan yang berlaku umum dimana setiap entitas yang mempunyai fungsi 
fidusia dan mempunyai pertanggungjawaban publik diwajibkan untuk menerapkan 
IFRS dengan dalih untuk mempermudah memahami laporan keuangan berbagai 
negara. Pengadopsian IFRS oleh berbagai negara memunculkan konsekuensi logis 
bahwa negara yang menerapkan standar ini harus mengikuti segala kebijakan 
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sebagaimana yang diterapkan dalam standar ini. Hal ini merupakan bentuk penjajahan 
pikiran melalui sistem yang sengaja diciptakan untuk menginternalisasikan nilai yang 
tidak sesuai dengan negara pengadopsi dan menjajah negara lain melalui sistem yang 
diciptakan. 
 Keputusan Indonesia untuk melakukan konvergensi ataupun adopsi terhadap 
IFRS bukanlah perkara mudah. IFRS yang lahir dari negara sekuler memiliki 
landasan epistemologi yang materialistis sehingga segala sesuatu yang bersifat non-
materi dinafikkan keberadaannya. Hal inilah yang menjadi kendala akuntansi dalam 
menjawab tuntutan zaman yang semakin berkembang. Dan melalui adopsi ini, artinya 
Indonesia semakin membuka jalan untuk melakukan transfer budaya “barat” yang 
kapitalis untuk masuk dan memperkuat eksistensinya di Indonesia.  
Harmonisasi akuntansi sebagai langkah awal untuk melakukan proses adopsi 
IFRS pada dasarnya untuk memudahkan menarik investor yang tidak lain adalah 
perusahaan multi nasional (MNCs). McLarren (2005) dalam Ludigdo (2012) 
menjelaskan bahwa MNCs sebagai pemimpin era neo-globalisasi mempunyai tujuan 
untuk memperluas wilayah kekuasaan dan semakin menimbun kekayaan mereka. Hal 
ini penuh dengan kepentingan yang bersifat antroposentri dan merupakan ciri dari 
budaya yang kapitalistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Hejj (2005) bahwa hal ini 
disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar manajemen perusahaan masih berada 
dalam tingkat fisik yang masih sangat bersifat egosentris, berbeda dengan tingkat 
spiritual yang mengutamakan sifat spiritual. Sifat egoistik inilah yang menumbuhkan 
sisi kapitalistik akuntansi dan sulit untuk dihilangkan. Sebagai ilmu yang pragmatis, 
pertimbangan benar dan salah secara etis dan agama tidak ada, semuanya benar, asal 
jalan dan didasarkan pada rasio semata. Sementara produk keilmuan harus 
bermanfaat untuk semua manusia.  
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Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa antroposentrisme telah 
mengalami krisis yang berkepanjangan. Antroposentrisme menurut Kuntowijoyo 
(2004, hal 53) menjelaskan bahwa dalam pandangan rasionalis, manusia ditempatkan 
dalam kedudukan tertinggi. Manusia menjadi sumber kebenaran, etika, kebijaksanaan 
dan pengetahuan. Sehingga manusia menjadi pencipta, pelaksana, dan produk-produk 
manusia sendiri. Segala sesuatu yang berada di luar diri manusia termasuk etika yang 
bersumber dari wahyu Tuhan dinafikkan keberadaanya. Adanya pemisahan ini 
menyebabkan ilmu termasuk akuntansi menjadi bebas nilai dan sarat dengan nilai 
egoistik. 
Teknisnya MNC‟s mendesain deregulasi lewat harmonisasi akuntansi dan 
pemaksaan penggunaan IFRS dengan menjadikan akuntan serta analis finansial 
sebagai “professional gatekeeper”.“Professional gatekeeper” berfungsi menginjeksi 
kepentingan MNC‟s lewat lobi politik dan deregulasi audit demi profit (Mulawarman, 
2012). Ujung kepentingan korporasi adalah profit sebagai ideologi neoliberal paling 
utama yang harus masuk dalam deregulasi tersebut, melalui internasionalisasi 
akuntansi bernama IFRS (International Financial Reporting Standards) berbentuk 
IAS (International Accounting Standards) yang didesain oleh IASB (International 
Accounting Standards Board).  
Abeysekera (2005) dalam Mulawarman (2010) mengungkapkan adopsi  
penuh IFRS pada dasarnya menunjukkan ketidakberdayaan terhadap kekuatan  
“kolonial”.  Penerapan  IFRS  hanya  dirancang  untuk  efisiensi  pasar  modal  global  
sehingga dapat  menarik  minat  investor  berinvestasi  di  negara-negara  penyusun  
IFRS  dengan  cost  of  capital  rendah. Dengan  demikian,  promosi  IFRS  hanya  
upaya  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  pengambilalihan sumber daya 
sosial-ekonomis dari negara-negara lain oleh negara-negara penyusun IFRS. Adopsi 
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IFRS sulit untuk dihindari oleh Indonesia karena termasuk anggota World Trade 
Organization (WTO) yang wajib mematuhi aturan main global.  
IFRS sebagai standar tunggal pelaporan akuntansi  dengan ciri utama priciple 
based hanya mengatur hal-hal prinsip bukan aturan yang mendetail, sehingga dalam 
penerapannya memainkan peran professional judgment akuntan/auditor secara lebih 
luas. Belum lagi sifatnya  yang mengedepankan substance over form menuntut 
akuntan/auditor untuk tidak sekedar merefleksikan kejadian transaksi ekonomi dalam 
bentuk laporan (form) fisik tetapi lebih mengutamakan dalam merefleksikan substansi 
transaksi ekonomi. Disinilah peran etika sangat vital sehingga perlu diatur secara 
lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penyajian laporan 
keuangan. 
Dalam Auditing, konsep substance over form tergantung pada bukti/bentuk 
fisik yang ada. Substance over form inilah yang kemudian digunakan untuk menilai 
kewajaran dari bukti dan menemukan secara substantif apakah bukti yang ada 
tersebut benar adanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Bpk Andi 
selaku Auditor  Senior terkait maksud substance over form bahwa: 
Dalam penerapan substance over form tetap menggunakan bukti. Bukti tetap 
ada tapi substance over form itu digunakan untuk menilai kewajarannya bukti 
itu.Kalau substance over tidak ada bukti, substance over form nggak bisa 
jalan. Maksudnya begini, ada buktinya. Kita menilai kewajaran bukti itu. 
Wajar tidak buktinya. 
Hal ini juga dipertegas oleh Informan (Pak Amin) yang merupakan 
Manajer/Supervisor bahwa: 
Substance Over form itu lebih kepada, apa namanya, Keyakinan. Jika Auditor 
yakin itu terjadi semua lebih kepada judgmentnya. Bukti itu digunakan untuk 
bahan pertimbangan substansi ekonomi. Hal ini mengingat IFRS lebih kepada 
nilai riil sedangkan GAAP lebih kepada kejadian. 
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Sementara bagi perusahaan, substance over form didasarkan pada manfaat 
ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun secara hukum perusahaan tidak 
memiliki hak legal, namun secara substantif perusahaan memegang kendali besar dan 
memberikan manfaat ekonomis bagi masa depan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa 
antara substance over form dan form over substance memiliki orientasi yang sama 
yaitu ekonomi. Sementara, laporan keuangan yang sejatinya menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan laporan pertanggungjawaban 
mampu menyampaikan pesan realitas perusahaan secara kuantitatif maupun kualitatif. 
Permasalahan yang muncul terkait substance over form ini bahwa tuntutan 
IFRS agar perusahaan melakukan pengungkapkan secara penuh (full disclosures) 
dalam laporan keuangan menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan mampu secara 
jujur dan adil mengungkapkan semuanya terutama berkaitan dengan nama baik 
perusahaan. Dalam arti bahwa perusahaan bukan hanya mengungkapkan segala 
pencapaian positif namun juga terkait kegagalan dan kekurangan yang dimiliki 
terutama hubungannya dengan stakeholders yang lebih luas. Hal tersebut didasarkan 
pada pertimbangan bahwa akuntansi konvensional yang ada saat ini telah mendorong 
manusia untuk bersifat egoistik dan kapitalistik. 
Principle based sebagai prinsip utama dalam IFRS dapat memicu munculnya 
berbagai perbedaan pandangan di antara akuntan ataupun auditor. Masing-masing 
memiliki sudut pandang terkait mana yang lebih baik untuk digunakan dalam 
menyajikan laporan keuangan. Dan bahayanya jika kewenangan yang dimiliki 
tersebut justru ditumpangi oleh muatan kepentingan pribadi. Akhirnya, laporan 
keuangan yang dihasilkan semakin semu. 
51 
 
 
Konsekuensi dari diberlakukannya principle based dalam IFRS menuntut 
diterapkannya integritas dan objektivitas yang lebih besar dalam menilai kewajaran 
atas pengambilan judgment. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa: 
Dalam IFRS itu Iya dibutuhkan kejujuran, kejujurannya apa? Kejujurannya 
dalam melaporkan. Makanya bedanya di laporan nanti ketika di IFRS 
disclosure lebih banyak. Jika dia menerapkan metode yang berbeda dari 
sebelumnya mendisclosure banyak mengapa dia menggunakan ini. 
Hal ini kemudian diperjelas oleh informan bahwa untuk menilai setiap 
kebijakan yang diambil manajer harus punya dasar pertimbangan yang jelas dan 
semua kembali lagi didasarkan pada penalaran teori. 
 
Dalam mengaudit, kita dalam menentukan mana yang lebih tepat digunakan 
selalu menggunakan penalaran teori, menggunakan prinsip-prinsip akuntansi 
seperti ini, teori seperti ini maka hasilnya seperti ini, kondisinya seperti ini 
maka hasilnya seperti ini 
Penjelasan di atas jelas menyebutkan bahwa untuk menilai kewajaran bukti 
dan substansi dari bukti tersebut harus sejalan dengan pengalaman dan didukung 
dengan fakta yang dibuktikan melalui penalaran teori. Hal ini sejalan dengan 
pengertian professional judgment sebagaimana yang tertuang dalam International 
Standard Audit yang mengutamakan pengetahuan dan pengalaman yang relevan 
untuk mencapai keputusan yang tepat. Adapun tahap pengambilan keputusan dalam 
principle based dapat dijelaskan dalam gambar berikut: 
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                                                Gambar  4.1 
                     Pengambilan keputusan dalam Principle based 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Steven M. Mintz 
Merujuk pada gambar di atas bahwa pertimbangan etis pengambilan 
keputusan oleh manajer dinilai berdasarkan objektivitas dan integritas. Sebagaimana 
tertuang dalam aturan 102 AICPA yang mewajibkan setiap anggota untuk tetap 
menjaga objektivitas dan integritas, bebas dari konflik kepentingan, dan menyajikan 
informasi yang sebenarnya. Artinya, setiap penilaian profesional harus tetap menjaga 
integritas dan objektivitas agar informasi keuangan yang disajikan berkualitas tinggi. 
Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntansi Indonesia mengamanatkan 
bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam 
melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, 
tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak 
Decision Usefulness 
Economic Substance Over 
Legal Form (True and fair 
overraid) 
Representational Faithfullnes 
Professional Judgment 
Objektivity and Integrity 
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adil, tanpa dipengaruhi oleh tekanan maupun permintaan pihak tertentu atau 
kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai 
sejauh mana seorang akuntan telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang 
telah diterapkan oleh profesinya (Djamil, tt) 
Hal senada juga disampaikan oleh Bpk Andi yang menyatakan bahwa untuk 
menilai judgment yang diambil oleh manajer yang tidak memiliki aturan rigid tentang 
pencatatannya, maka akan dilakukan penilaian kewajaran dengan penalaran teori. 
Kita melihat kewajarannya berdasarkan pengalamannya. Harga sekian 
pengalamannya sekian. Masa bisa begini. Yang kedua kadang-kadang juga 
untuk menilai kewajarannya itu kita turun langsung ke lapangan. Ke tokonya 
langsung. tanya misalnya, Ini berapa sih harganya? Searching di internet. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa judgment yang dipilih oleh manajer harus 
dievaluasi dasar pengambilan keputusan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menilai 
apakah judgment tersebut bebas dari tekanan dan kepentingan pribadi. 
Dalam mengaudit nanti emang benar. Tapi ketika dievaluasi ternyata ini untuk 
kepentingan bapak ji. Secara teori ada tapi untuk kepentingan bapak. 
Etika dalam akuntansi menjadi perhatian besar sejak munculnya kasus Enron 
yang melibatkan Arthur Andersen sebagai salah satu KAP big five yang melakukan 
kecurangan dengan memainkan laporan keuangan. Jatuhnya Enron mendorong 
munculnya berbagai perkembangan dan gejolak terkait etika akuntansi. Namun, hal 
tersebut belum lagi mampu menghentikan berbagai skandal etika akuntansi. Bahkan 
adanya kelonggaran dalam standar akuntansi keuangan yang justru dimanfaatkan oleh 
yang berkepentingan untuk melakukan kecurangan. 
Etika dalam bahasa latin adalah ethica, yang berarti falsafah moral. Menurut 
Keraf (1998) etika secara harfiah berasal dari kata Yunani, ethos (jamaknya ta etha), 
yang artinya sama dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan 
yang baik ini kemudian menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan 
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tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Etika sangat erat kaitannya dengan 
hubungan yang mendasar antar manusia dan berfungsi untuk mengarahkan kepada 
perilaku moral. 
Menurut Dunn dalam Harahap (2004: 26) etika menyangkut pemilihan 
dikotomis antara  values of good and bad, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji 
dan terkutuk, posistif dan negatif. Etika sebagai thought dan moral considerations 
memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat 
menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu action yang akan diambilnya.  
Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki 
mana yang baik dan mana yang buruk dengan memerhatikann amal perbuatan 
manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya, etika 
membahas tentang tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah 
mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang 
ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal 
pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami 
kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan 
buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan.  
Dari uraian di atas nampak bahwa nilai-nilai etika akuntansi konvensional 
khususnya dalam IFRS masih sebatas pada penilaian materilitas. Sebagai ilmu yang 
lahir dari negara-negara sekuler, maka landasan etika yang melingkupi masih sebatas 
pada pemikiran rasional manusia. Hal ini terjadi karena akuntansi konvensional yang 
ada saat ini masih cenderung bebas nilai. Adapun jika dikatakan bahwa di dalamnya 
ada standar etika (kode etika) bagi profesi, namun standar etika yang digunakan 
masih dalam tataran penilaian yang mampu diterima oleh logika. Akibatnya, segala 
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hal yang berkaitan dengan aspek mental dan spiritual masih dianggap sesuatu yang 
tidak jelas bahkan tidak ada. 
Utilitarianisme  dalam Teori utilitas  menganggap  nilai  baik  atau  buruk  
dari  segala  sesuatu  diukur dengan ada tidaknya utilitas (yang tidak lain adalah 
materi) yang dihasilkan. Sepanjang suatu hal atau perbuatan itu menghasilkan utilitas, 
maka sepanjang itu pula dinilai baik tanpa  sama  sekali  melihat  bagaimana proses 
yang  dilakukan.  Padahal  tidak menutup kemungkinan bahwa proses yang 
dijalankan tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam 
masyarakat. Teori ini telah lama menguasai praktik ekonomi. 
Bila  dilihat lebih mendalam  lagi, masalah  etika  akuntan  seperti  dibuktikan  
secara empiris  oleh  Ludigdo  (2010)  sebenarnya  bukan  hanya  terletak  pada  
aspek  individu  dan organisasi  saja,  tetapi  juga  terletak  pada  level  sistem. Sistem 
kapitalisme yang melingkupi akuntansi tak dipungkiri membentuk nilai etis akuntan 
hanya berada dalam tataran materi. Sementara jika dihadapkan  pada  realitas  sosial  
yang  menuntun  bukan  hanya  profesionalitas  yang berujung pada orientasi materi 
tetapi dengan intuisi dan tanpa harus melanggar nilai etika, akuntan seharusnyalah 
membantu klien sebagai keutamaan meski harus berhadapan dengan kode etik “kaku”  
yang tidak memberikan ruang “pemberdayaan” realitas sosial. Selain pengutamaan 
bersifat non-materi dan membantu klien, dalam konteks pengelolaan organisasinya, 
akuntan perlu  melaksanakannya  secara  informal.   
Berdasarkan  pada  informalitas  inilah  kemudian Ludigdo  (2007)  
menemukan  kehadiran  nilai-nilai  batiniah  dan  spiritualitas  Akuntan Profesional.  
Etika  bukanlah  sekedar  masalah  rasionalitas,  tetapi  lebih  dari  itu  menyangkut 
dimensi  emosional  dan  spiritual  diri.  Dimensi  rasional-emosional-spiritual  tidak  
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dapat dipisahkan  dalam  pengembangannya  sebagai  profesi  akuntan,  tetapi  
memiliki proporsionalitasnya sendiri. 
Francis (1990) dalam Triantoro (2008) mengklaim bahwa akuntansi adalah 
sebuah praktek moral. Hal ini dikarenakan akuntan dapat mengubah dunia dan 
memengaruhi pengalaman hidup orang lain dengan cara yang menyebabkan 
pengalaman hidup seseorang menjadi berbeda dengan tidak adanya akuntansi atau  
adanya bentuk alternatif akuntansi dalam hal ini adalah informasi akuntansiitu 
sendiri. Selanjutnya Jere Francis (1990) dalam Ludigdo (2010) Mengemukakan nilai 
Etika yang dapat direalisasikan melalui praktik akuntansi  yaitu: Kejujuran (honesty), 
Perhatian terhadap status ekonomi orang lain (concern for the economic status of 
others), sensitivitas terhadap nilai kerjasama dan konflik (sensitivity to the value of 
cooperation and conflict), karakter komunikatif akuntansi (communicative character 
of accounting) dan penyebaran informasi ekonomi (dissemination of economic 
information). 
IES 4 menentukan nilai profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang 
seharusnya diperoleh selama pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai 
akuntan profesional. Program pendidikan akuntansi sebaiknya memberikan kerangka 
nilai, etika, dan sikap profesional untuk melatih judgment profesional calon Akuntan 
sehingga dapat bertindak secara etis ditengah kepentingan profesi dan masyarakat. 
Nilai, etika dan sikap Akuntan profesional yang diwajibkan termasuk komitmen 
untuk memenuhi kode etik lokal yang relevan yang seharusnya sesuai dengan kode 
etik IFAC. Cakupan nilai dan sikap yang diajarkan sebaiknya meliputi komitmen bagi 
kepentingan publik dan sensitivitas atas tanggung jawab sosial, pengembangan 
berkelanjutan dan belajar seumur hidup, kepercayaan, tanggungjawab, ketepatan 
waktu, respek dan kehormatan serta hukum dan regulasi. Semua program minimal 
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meliputi antara lain: sifat dasar etika; ketaatan terhadap prinsip fundamental etika 
yaitu integritas, objektivitas, komitmen kepada kompetensi profesional, dan 
kerahasiaan; ketaatan kepada standar tekhnis; etika dalam hubungannya dengan bisnis 
dan good governance. 
Professional judgment selalu dikaitkan dengan penilaian, sementara paling 
tidak terdapat tiga dasar pemikiran yang berbeda tentang nilai, yaitu: value in use, 
value in exchange, dan value in liquidation. Pengungkapan menjadi semakin penting 
karena penekanan pada professional judgment tersebut, namun hal ini dapat 
berdampak pada masalah keterbandingan (comparability) laporan keuangan.  
Pandangan tentang professional judgment tersebut di atas mengindikasikan 
bahwa akuntansi khususnya IFRS masih berada dalam jerat kapitalisme sehingga 
segala pertimbangannya lebih didasarkan pada nilai materiil yang dapat diperoleh 
dari judgment tersebut. Untuk itulah pandangan tersebut perlu diubah dan mendapat 
pemahaman lebih bahwa professional judgment bukan hanya berkaitan dengan 
masalah penilaian tapi juga sebuah tanggungjawab etika. 
C.  Professional Judgment sebuah bentuk Pertanggungjawaban 
ISA 200 (Overall Objectivity of the independent Auditor, and the conduct of 
an Audit in accordance with International Standards on Auditing) menjelaskan 
makna professional judgment sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Makna professional Judgment menurut ISA 
ISA 200 Terjemahnya 
a. The application of relevant knowledge 
and experience, 
b. Within the context provided by 
auditing, accounting and ethical 
standars 
c. In reaching desicions appropriate in 
the circumstances of the audit 
engagement, and 
 
d. A personal quality, meaning that 
judgment may differ between 
experienced auditors (but training and 
experience are intended to promote 
consistency of judgment)  
a. Penerapan pengetahuan dan 
pengalaman yang relevan. 
b. Dalam konteks auditing, accounting 
dan standar etika 
 
c. Untuk mencapai keputusan yang 
tepat dalam situasi atau keadaan 
selama berlangsungnya penugasan 
audit, dan  
d. Kualitas pribadi, yang berarti bahwa  
judgment berbeda di antara auditor 
yang berpengalaman (tetapi 
pelatihan dan pengalaman 
dimaksudkan untuk mendorong 
konsistensi dalam judgment) 
Sumber : Tuanakotta  
Professional judgment menurut International Standars Audit adalah 
penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, 
akuntansi, standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau 
keadaan selama berlangsungnya proses audit. Di pihak lain, principle based 
mewajibkan manajemen untuk bertanggungjawab mencerminkan substansi ekonomi 
suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangannya – tidak secara abstrak, 
tetapi didefinisikan secara lebih spesifik dan dipagari oleh tujuan substantif yang built 
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in dalam standar yang bersangkutan (Tuanakotta, 2011). Demikian pula yang 
dipahami oleh auditor dalam wawancara yang dilakukan bahwa untuk menilai 
judgment tersebut mesti berpedoman pada standar pelaporan yang ada. 
Perilaku etis Audit itu untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi apakah ini 
sejalan dengan IFRS atau tidak. Tepat digunakan dalam kondisi sekarang atau 
tidak dilihat dari teori akuntansi. 
Tidak hanya itu, bahkan dari informasi yang diperoleh dari informan, 
ketiganya cenderung mengatakan bahwa aturan tentang etika tidak begitu jauh 
mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selama 
sejalan dengan aturan dan standar yang berlaku maka itu tidak masalah. Hal ini 
sebagaimana disampaikan oleh Bpk Karto bahwa: 
Standar profesional sebagai panduan auditor yang terdiri atas 3 panduan 
umum. Sepanjang mengikuti ketiga standar itu nda ada masalah.  
Lebih lanjut dikatakan oleh informan bahwa: 
Sepanjang hitung-hitungnya itu dia ikuti nda ada masalah. Umpamanya IFRS, 
dia pake principle based seperti ini misalnya tanah dia pake hitung-hitungan 
sesuai standar. Dan didalam konsep judgment itu. Kita sudah ada standar 
profesional pekerjaan. Pokoknya semua ada dasarnyalah. 
Sedangkan menurut Pak Andi bahwa standar etis audit tidak diatur sedemikian 
jelas. Bahkan ketika peneliti tanya berkali-berkali tak ada jawaban jelas yang 
diperoleh. 
Perilaku etis Audit itu untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi apakah ini 
sejalan dengan IFRS atau tidak. Tepat digunakan dalam kondisi sekarang atau 
tidak dilihat dari teori akuntansi. Etika itu begini, dalam pertimbangannya dia 
etis tidak. Tidak ji. Jarang ji kalau masalah etika. 
 
Begini kalo etis. Memang begitu bukan untuk kepentingan saya. Contohnya 
begini, IFRS membolehkan mengganti metode tapi harus ada dasarnya. 
Standar etikanya apa yah? Nilai-nilai yang berlaku di masyarakatlah. Untuk 
menjaga prilaku etis akuntan, maka dibuatlah standar etika oleh IAI. 
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Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa aturan etika dalam akuntansi 
konvensional khususnya IFRS masih sangat longgar. Semuanya masih didasarkan 
pada pertimbangan rasionalitas dan sesuai dengan standar umum yang ada. Jawaban 
Informan tersebut jika didasarkan pada justifikasi virtue teori yang memainkan peran 
penting dalam akuntansi dan merupakan dasar bagi AICPA untuk menerapkan kode 
etik bahwa semuanya dianggap benar selama sesuai dengan aturan dan standar yang 
berlaku. Di sinilah letak kelemahan etika akuntansi konvensional termasuk IFRS, 
sementara dalam pandangan etika profetik bahwa pertimbangan etika mestinya 
didasarkan pada nilai humanis dan transenden. Humanis artinya bahwa etika tidak 
lepas dari pertimbangan akan tanggungjawab sosial dan yang terpenting bahwa nilai 
transenden yang menjadi pusat dari pertimbangan etika profetik tersebut menganggap 
bahwa dasar pertimbangan etika seorang auditor atau pun manajer mestinya dibangun 
di atas landasan yang lebih kuat yaitu Al-Qur‟an dan Hadis bukan semata standar 
etika yang dibuat oleh manusia. Hal ini untuk membangun kesadaran bahwa 
tanggungjawab mereka bukan semata kepada stockholder tetapi lebih jauh kepada 
Tuhan sebagaimana dalam SET bahwa konsep akuntabilitas dalam akuntansi syariah 
itu mencakup stakeholders yang lebih luas yaitu Tuhan, Manusia dan Alam.  
Akuntansi terus mencari wajah yang ideal dalam realitas bisnis. Munculnya 
social dan govermental accounting sebagai bukti bahwa akuntansi mesti menaruh 
perhatian besar terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya mengutamakan 
kepentingan stakeholder. Ini menunjukkan bahwa akuntansi keuangan yang mencoba 
merefleksikan kondisi perusahaan melalui angka-angka kuantitatif semata tidak 
cukup mampu untuk menjelaskan kondisi perusahaan sesungguhnya. Perusahaan 
mesti pula menyajikan laporan yang bersifat kualitatif agar bisa menggambarkan 
realitas perusahaan yang sesungguhnya. Bahkan, lebih jauh akuntansi harus kembali 
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pada fungsinya sebagai laporan pertanggungjawaban bukan hanya kepada stakeholder 
tapi mampu menjangkau yang lebih luas yaitu Tuhan.  
Munculnya social and govermental accounting belum juga mampu 
melepaskan akuntansi dari jerat kapitalisme. Namun, justru dijadikan sebagai alat 
untuk menyajikan laporan semu. Ludigdo (2010) menyatakan bahwa dalam hal teknis 
perkembangan akuntansi, permasalahan etika akuntansi keuangan sosial lingkungan 
tidak mengalami perubahan secara signifikan atas akuntansi keuangan pada 
umumnya. Lebih jauh (Boyce, 2008) dalam Ludigdo (2010) memandang pelaporan 
sosial-lingkungan-etis ternyata  hanya  dijadikan  sebagai  bagian  dari  usaha 
strategis  yang  luas  untuk  konfirmasi  simbolik  ekspektasi  publik  atas  kesehatan  
perusahaan dan bahkan empati perusahaan pada aspek sosial-lingkungan. Ujung-
ujungnya adalah pada kepentingan keuntungan dan egoisme perusahaan/stakeholders 
yang disajikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan.  
Akuntansi sosial lingkungan sudah melakukan langkah maju berbasis deep-
ecology, tetapi masih ternegasikan oleh “mainstream” akuntansi, yaitu akuntansi 
tradisional dengan additional orientasi sosial-lingkungan berbasis shallow-ecology 
(Mulawarman 2009). Perjalanan panjang bagi akuntansi tidak hanya berhenti pada 
akuntabilitas sosial dan lingkungan. Tetapi sekali lagi akuntansi sosial lingkungan 
juga masih “mengidap penyakit” bersifat material dan kualitatif terbatas. 
Akuntansi yang selama ini dipahami hanya sebagai alat pengambilan 
keputusan perlu mendapat pemahaman yang lebih mendalam. Ketika seseorang 
berani mengambil keputusan berarti ia pun berani untuk bertanggungjawab. Namun, 
mesti dipahami bahwa  dalam pengambilan keputusan tersebut, tanggungjawab 
perusahaan atau pun auditor bukan hanya kepada stakeholder atau pun klien semata 
tetapi lebih jauh kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Iwan Triyuwono 
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dalam Shariah Enterprise Theory bahwa akuntansi memiliki konsep akuntabilitas 
yang jangkauannya lebih luas yaitu kepada Tuhan, manusia, dan alam. Akuntabilitas 
ini sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai ilahiah dalam pengembangan teori 
akuntansi. Dengan mengembangkan konsep akuntabilitas ini dalam professional 
judgment akan menghasilkan keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri 
pribadi tapi menguntungkan banyak pihak dalammencapai maslahah. Selain itu akan 
bernilai ibadah jika dilakukan atas kesadaran bahwa ia pun bertanggungjawab pada 
Tuhan. Adapun konsep trilogi akuntabilitas menurut kholmi (2012) tersebut 
digambarkan sebagai berikut: 
 
                                                  Gambar  4.2 
 Konsep Trilogi Akuntabilitas SET 
                                                      Allah 
 
 
 
         A 
                    Manusia                                               Alam 
Prinsip Shariah Enterprise Theory sebagai landasan pokok akuntansi syariah 
mendorong terciptanya keadilan dan kesadaran akan kedudukan manusia sebagai 
khalifatul fil ardh sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:2/30) yang 
berbunyi: 
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                              
                              
Terjemahnya: 
Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui. 
Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan 
sebagai khalifah di muka bumi. Diberi tanggungjawab untuk memelihara dan 
melestarikan alam, mengambil manfaat, serta mengelola kekayaan alamnya sehingga 
terwujud kedamaian dan kesejahteraan segenap manusia. Akuntansi sudah semestinya 
dikonstruk untuk lebih memerhatikann aspek lingkungan dan sosial. Bukan semata-
mata sebagai alat penimbun profit bagi para kapitalis. Melakukan eksploitasi alam 
dan buruh semata-mata demi mendongkrak nilai laba yang tertera dalam laporan 
keuangan, sementara di sisi lain alam dan buruh mengalami ketidakadilan.  
Ayat ini bisa dijadikan acuan dalam melakukan penilaian profesional 
(professional judgment) dengan mengingat hakikatnya sebagai manusia diciptakan di 
dunia untuk menjadi khalifah..Artinya jika diperhadapkan pada masalah pengambilan 
keputusan mesti dipertimbangkan secara rasional dan adil yaitu sejauh mana 
pengaruh yang ditimbulkan terhadap pihak lain.. Pertimbangan yang rasional dan adil 
mesti tetap dipikirkan mengingat manusia telah dimuliakan oleh Allah dan dianugrahi 
akal untuk berpikir sebagaimana Firman Allah dalam QS Al Isra :17/70. 
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                          
            
Terjemahnya: 
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan,Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan”. 
Imam al-Razi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk di bumi yang 
memiliki banyak kelebihan berupa takrīm dan tafdlīl di banding makhluk lainnya. 
Takrīm diindikasikan dianugerahinya manusia oleh Allah dengan sesuatu yang 
sifatnya bawaan seperti akal, bisa berbicara dan berbahasa, struktur tubuh yang 
sempurna dan wajah-wajah yang rupawan. 
Adapun tafdlīl lebih diarahkan kepada kemampuan manusia dalam 
menggunakan potensinya menemukan akidah yang benar, cara hidup yang baik dan 
etika yang mulia. Takrīm dari Allah ini berimplikasi kepada kemuliaan manusia di 
bumi secara totalitas bahwa manusia mendapatkan hak untuk menaklukkan daratan 
dan lautan sebagai ma‟īsyah-nya (rizky), manusia juga berhak mendapatkan rizki dari 
hal-hal yang baik, manusia semuanya sama dan sederajat, sehingga tidak dibenarkan 
apapun bentuk prakteknya  yang menjadikan manusia tidak sederajat dengan manusia 
lainnya. 
Dalam sebuah hadis juga dinyatakan: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 
„anhu, Nabi Shallallahu „alihi wasallam bersabda apabila manusia 
melakukan pendekatan diri kepada Tuhan pencipta mereka dengan 
bermacam-macam kebaikan, maka mendekatlah engkau dengan akalmu, 
niscaya engkau merasakan nikmat yang lebih banyak, yaitu dekat dengan 
manusia di dunia dekat dengan Allah di akhirat.” 
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Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang 
(finansial) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi 
pertanggungjawaban ini harus mampu  meningkatkan tanggungjawab secara 
horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, 
pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertikal 
adalah tertuju pada transendensi aktivitas (finansial, dan sebagainya) kepada Dzat 
yang memberikan tanggungjawab. Secara rinci, pertanggungjawaban akuntansi 
dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 
Dengan  kesadaran  demikian  kelak  sebagai  profesional  akuntan,  dia  akan  selalu 
bekerja dengan baik dan benar atas dasar rasa tanggungjawabnya tidak saja kepada 
sesama manusia tetapi lebih dari itu adalah kepada Tuhan.  
D. Professional judgment berlandaskan Etika Profetik 
Komitmen untuk mengubah akuntansi dari rule based menjadi principle based 
memunculkan masalah baru. Perubahan tersebut tidak didukung dengan perubahan 
sistem akuntansi yang kapitalistik menjadi lebih humanis dan transenden. Semua 
masih terjebak dalam ruang materialis. Principle based yang memfasilitasi 
professional judgment diaplikasikan akuntan/auditor secara lebih luas menuntut 
mereka untuk lebih meningkatkan pengetahuan, skill dan etika.  
Perhatian utama penelitian ini mengarah pada aspek etika yang berdasarkan 
pada wahyu Tuhan tanpa menegasikan keberadaan pengetahuan dan skill. Sementara, 
dalam teori-teori etika yang sekuler konsep kajian mereka terbatas pada objek yang 
secara empiris dapat diketahui dan secara nalar dapat dipertanggungjawaban. 
Sebagaimana dalam teori etika deontologis yang menilai benar-salahnya suatu 
tindakan berdasarkan pada “itikad baik” dari pelaku tindakan bukan karena hasil atau 
konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Teori inilah yang kemudian 
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peneliti gunakan untuk menjustifikasi salah satu hasil wawancara dari Pak Amin yang 
mengatakan bahwa manajemen cenderung melakukan manajemen laba dan tidak 
konsisten dalam menerapkan standar. Bahkan hal ini disebutkan tidak hanya sekali. 
 
Bisa  jadi Manajemen mengakui suatu kejadian sementara Auditor belum 
tentu. Manajemen kan cenderung melakukan manajemen laba. Bisa jadi ia 
mengakui pendapatan yang seharusnya belum diakui. Atau menggeser biaya. 
Melihat dokumen dan bukti. Itu harus konsisten nda bisa sesuai dengan 
keinginan. Tapi itu, manajemen cenderung melakukan manajemen laba. 
Dari informasi tersebut, jika ditarik ke dalam IFRS yang mengutamakan 
principle based maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan semakin 
membuka peluang dilakukannya manajemen laba terutama jika etika si pengambilan 
kebijakan tidak dibangun dalam pondasi yang kuat. Hal ini mengingat akuntansi 
konvensional cenderung bebas nilai sehingga apa pun yang dilakukan lebih kepada 
pertimbangan keuntungan yang diperoleh dan manajemen laba dianggap sebagai 
sesuatu yang biasa saja. Dengan alasan untuk kebaikan perusahaan maka dengan 
melakukan manajemen laba itu dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkan 
perusahaan. 
Dengan logika yang sama, dalam pandangan etika yang bersumber dari agama 
islam, seorang muslim meyakini benar-salahnya suatu tindakan dengan berpedoman 
pada Al-Qur‟an dan Hadis (Triyuwono, 2006 hal 89). Hal inilah yang kemudian 
membedakan etika yang bersumber dari agama dengan etika yang bersifat sekuler. 
Keputusan atas tindakan yang diambil berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur 
oleh Tuhan dan bukan muncul atas dasar kepentingan pribadi yang sarat akan nilai 
egoistic dan muatan pertimbangan materialis. 
Adanya principle based dalam akuntansi dan konsep substance over form 
semakin mempertegas pentingnya menerapkan nilai-nilai etika dalam akuntansi. 
Kekhawatiran penulis kemudian muncul atas professional judgment dalam IFRS pada 
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aspek etika. Kelonggaran atas kebijakan ini semakin membuka peluang bagi pelaku-
pelaku bisnis khususnya kapitalis untuk semakin memeroleh keuntungan sementara 
pihak-pihak yang di luar semakin tidak diperhatikan keberadaannya. Cita-cita untuk 
mencapai kesejahteraan dan menjujung keadilan akan semakin jauh dari harapan. 
Akuntansi akan semakin menjauhkan diri dari realitas perusahaan. 
Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa perubahan standar akuntansi 
berbasis GAAP menjadi IFRS hanya sebatas ganti nama. Hal tersebut disampaikan 
ketika ditanya mengenai perbedaan rule based dalam GAAP dan principle based 
dalam IFRS. 
“artinya begini, IFRS dan GAAP itu cuman ganti nama ji” 
Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa dalam rule based diatur secara 
jelas metode-metode atau hal-hal yang boleh dilakukan terkait penilaian atau pun 
penyajian dalam laporan keuangan sedangkan dalam principle based semua metode 
bisa dilakukan dengan catatan bahwa harus dilakukan disclosure secara jelas. 
artinya kalau dalam rule based diatur yang ini loh boleh yang ini tidak. 
Sekarang semuanya boleh dipakai yang penting penjelasanmu menjelaskan 
ini. Contohnya impair dulu tidak boleh, dipakai sekarang boleh karena ada 
penurunan dalam aset saya 
Nilai-nilai etis dalam professional judgment yang didasarkan pada integritas 
dan objektivitas kemudian menimbulkan pertanyaannya baru, mampukah akuntansi 
menjadi alat komunikasi yang baik terkait kondisi perusahaan bukan hanya dalam hal 
materi tetapi lebih jauh sebagai alat pertanggungjawaban jika barometer yang 
digunakan dalam menilai professional judgment masih sebatas pada materi? 
Professional judgment perlu dibangun di atas landasan etika yang lebih kuat 
bukan semata dalam tataran materi. Tapi harus mampu menghadirkan nilai-nilai yang 
jauh melampaui nilai materiil tersebut. Hal ini semata demi mewujudkan akuntansi 
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yang sarat nilai dan menjadikan akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban bukan 
hanya kepada stakeholders tapi juga kepada Tuhan. 
Ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo berangkat dari keinginan 
untuk mengubah fenomena sosial juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi 
itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita 
humanis/emansipasi, liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 2004, hal 91-92). 
Suatu cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana 
terkandung dalam QS Al-Imran:3/110 yang berbunyi; 
                          
                         
       
Terjemahnya: 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik. 
Dalam etika profetik, ilmu sebagai pelembagaan dari pengalaman, penelitian, 
dan pengetahuan diharuskan untuk melaksanakan ayat ini, yaitu amal ma‟ruf 
(menyuruh kebaikan), nahi munkar (mencegah kejelekan), dan tu‟minuna billah 
(beriman kepada Allah). Maka untuk membangun etika dalam professional judgment 
berdasarkan pada etika profetik ini tidak lepas dari pertimbangan nilai-nilai humanis, 
liberasi dan transendental. 
Amal ma‟ruf atau dengan kata lain humanisasi. Dalam bahasa latin 
humanisasi berarti “makhluk manusia”, “kondisi menjadi manusia” jadi humanisasi 
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artinya memanusiakan manusia; menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, 
kekerasan, dan kebencian dari manusia.  
Dalam hal ini untuk membangun professional judgment yang mengandung 
nilai humanis, manusia perlu menyadari kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan 
kepadanya. Manusia dianugrahi akal untuk berpikir sehingga dalam mengambil 
keputusan hendaknya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tujuan manusia 
diciptakan di dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Firman 
Allah dalam QS. Adz-Dzariyat:51/56. 
 
               
 
Terjemahnya: 
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. 
Adapun ibadah yang dimaksud bukan semata dalam bentuk upacara ritual 
keagamaan. Namun, setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukan akan bernilai 
ibadah, sehingga tindakan yang dilakukan mestinya dilandasi dengan pertimbangan 
yang baik dan kesadaran akan kehadiran Tuhan.  
Kita tahu bahwa kita sekarang telah mengalami proses dehumanisasi karena 
masyarakat industrial menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa 
wajah kemanusiaan. Kondisi tersebut akan semakin diperparah jika setiap penilaian 
professional (professional judgment) khususnya dalam pelaporan keuangan yang 
diambil hanya beorientasi pada materi. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini akan 
semakin membuat manusia kehilangan kemanusiaannya karena terperdaya oleh 
kehidupan materiil.  
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Dengan menjadikan materi sebagai tujuan utama dan satu-satunya dasar 
pertimbangan dalam pengambilan judgment, hal ini merupakan bentuk pengingkaran 
terhadap kemanusiaan. Pengingkaran terhadap kebutuhan mental dan spiritual serta 
pengingkaran yang dilakukan orang berkuasa menggunakan jabatan untuk 
kepentingan diri sendiri dengan mengingkari realitas jutaan rakyat Indonesia. 
Demikian yang dikatakan oleh Busyro Muqoddas tentang prilaku koruptif pemegang 
kekuasaan. Tidak berbeda jauh dengan perilaku koruptif tersebut, Pak Karto 
menyampaikan pendapatnya tentang prilaku manajer selaku pemegang amanah 
melakukan manajemen laba. 
 
Itu sih semua orang begitu. Maksudnya, ada kecenderung begitu (melakukan 
manajemen laba). Dia itu ketika diberi kepercayaan untuk memimpin 
perusahaan kenapa ia begitu karena dia mau performancenya jadi bagus kan. 
Jika pandangan setiap pemegang amanah tersebut demikian, maka hal tersebut 
tentu sangat memprihatinkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan etika profetik 
yang mengutamakan nilai transenden. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. al-
Anfal:8/27) yang mengharuskannya untuk menjaga amanat dengan tanggungjawab 
dan tidak boleh berkhianat. 
 
                            
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
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Selain itu, sebuah situs memberitakan bahwa Starbucks telah mengubah 
kebijakannya setelah mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena mempekerjakan 
karyawan yang bernama Navarro tanpa kenal waktu. Kasus Navarro dan anaknya ini 
menunjukkan bahwa ketika membicarakan ekonomi tidak mungkin memisahkan 
dengan masalah psikologi. Tapi intinya adalah bahwa untuk setiap dolar yang kita 
lihat pada laporan laba perusahaan, mungkin ada beberapa dolar terlihat hilang 
sebagai akibat dari tekanan psikologis under discussed yang berasal dari pekerja tidak 
menghasilkan cukup uang, tidak memiliki jadwal kerja yang cukup teratur, memiliki 
cukup perawatan kesehatan, dari apa pun. Ketika perusahaan membuat keputusan 
tenaga kerja, mereka bukan yang murni ekonomi, mereka memiliki komponen 
psikologis yang harus diakui. 
Tidak hanya itu, sebagaimana paham Peter Drucket dalam bukunya 
Management by Objective bisa menghasilkan materialis di bidang ekonomi, efisiensi 
dan kemajuan tekonologi, tetapi tidak memiliki ketentraman batin, dan merasakan 
ada sesuatu yang hilang dalam dirinya (Agustian, 2001, hal 65). Hal ini menunjukkan 
bahwa di atas materi ada sesuatu yang lebih dibutuhkan manusia yang mampu 
menciptakan ketentraman. 
Kasus ini menjadi bukti bahwa betapa nilai ekonomi yang tertuang dalam 
laporan keuangan dan laba perusahaan belum mampu merefleksikan kondisi 
perusahaan sesungguhnya. Dehumanisasi yang tak terhindarkan menuntut 
professional judgment untuk mempertimbangan nilai-nilai humanisasi  sebagaimana 
yang terkandung dalam etika profetik. 
Nahi munkar atau dalam istilah Kuntowijoyo disebut dengan liberasi 
bermakna pembebasan. Tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman 
kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.  Dalam hal 
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ini pembebasan dari sistem ekonomi perlu mendapat perhatian melihat semakin 
nyatanya kesenjangan antara kaum kapitalis dan mustad‟afin. Adalah kepentingan 
nasional kita untuk melihat beberapa kesenjangan dan ketidakadilan dengan kepala 
dingin. Dalam kaitannya dengan akuntansi, sudah menjadi fakta sejarah tak terbantah 
bagaimana akuntansi menjadi penggerak yang memicu semakin lebarnya jurang 
ketidakadilan tersebut. Lihat saja bagaimana nilai laba dalam laporan keuangan 
hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis. Ini berarti akses 
untuk menikmati kekayaan alam ini semakin terbatas hanya kepada mereka yang 
memiliki modal.  
Di dalam ekonomi industrial, yang melibatkan sistem ekonomi dan mendorong 
intensifikasi eksploitasi kapitalis, konsep-konsep ini memeroleh makna tambahan. 
Sudah menjadi kenyataan umum bahwa kapitalisme menggiring munculnya 
kelompok-kelompok monopoli yang sangat kuat, dalam bentuk perusahaan multi 
nasional, kartel-kartel dan perseroan-perseroan yang merupakan kekuatan mereka 
(Engineer, 2007; 63). Dalam sistem ekonomi ini kita melihat pemusatan kekayaan 
mencapai proporsi yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hal ini mengakibatkan 
berkurangnya derajat keadilan dan kebajikan, serta meningkatnya derajat ketegangan 
sosial dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pendekatan islam 
terhadap persoalan ini. 
Nilai etika liberasi menghendaki kita menyatukan rasa dengan mereka yang 
miskin dan mereka yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa. Sementara dalam 
QS. Al-Hasyr:59/7 dijelaskan: 
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                            
                            
                          
Terjemahnya: 
apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 
terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apa yang selama ini dipraktikkan oleh 
kapitalisme sangat jauh dari nilai-nilai islam. Perputaran modal yang hanya beredar 
diantara orang-orang kaya memicu munculnya kesenjangan ekonomi. Disinilah peran 
akuntansi sebagai alat akumulasi modal kapitalis dan tak dapat dipungkiri akuntansi 
juga turut andil dalam menciptakan kesenjangan tersebut.  
Untuk itulah, akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan yang dibentuk dan 
mampu membentuk lingkungannya harus dikonstruk menjadi lebih humanis dan 
dibebaskan dari nilai-nilai kapitalis. kesenjangan yang semakin menganga perlu 
diperbaiki agar harta yang tersebar di muka bumi ini tidak hanya dinikmati oleh 
segelintir orang.  
Dalam masalah etika khususnya terkait professional judgment, nilai liberasi 
dapat diterapkan dengan melakukan pembebasan pertimbangan kapitalis dalam 
pengambilan keputusan. Menaikkan nilai profit yang selama ini menjadi perhatian 
utama perusahaan perlu diimbangan dengan menerapkan keadilan dalam usaha. Jika 
selama ini akuntansi hanya prospek pada keuntungan perusahaan dan kepentingan 
shareholder, kini saatnya akuntansi dibentuk untuk memikirkan pula kepentingan 
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nasib para buruh atau pun pihak yang selama ini lepas dari perhatian perusahaan. 
Sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-Zukhruf:43/32. 
 
                             
                        
      
Terjemahnya: 
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 
Demikianlah, kita melihat bahwa perintah-perintah Al-Quran menentang  
pemusatan kekayaan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan struktur sosial, penuh 
dengan ketegangan dan konflik. Sistem ekonomi ekonomi ini juga menyebabkan 
orang-orang kaya lupa akan dorongan moral dan spiritual yang merupakan esensi 
untuk pertumbuhan masyarakat yang kreatif.   
Dalam hal ini, professional judgment yang berdasarkan nilai liberasi 
menghendaki pengambilan judgment didasarkan pada pertimbangan aspek sosial, 
buka semata kepentingan pribadi dan perusahaan. Hal ini untuk menghindari adanya 
pemusatan kekayaan dan keengganan untuk mempertimbangkan keberadaan pihak 
lain dalam aktivitas perusahaan. Kesadaran ini akan mendorong tercapainya 
mashlalah. 
Sedangkan untuk nilai tu‟minuna billah atau dalam bahasa Kuntowijoyo 
disebut dengan Transenden berarti  beriman kepada Allah. Karena itu, sudah 
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selayaknya kalau umat islam meletakkan Allah sebagai pemegang otoritas utama, 
Tuhan yang Maha Objektif, dengan 99 Nama Indah itu.  
Konsep  dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi 
teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak tertutup kemungkinan teori 
akuntansi syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi konvensional, 
sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai islam. Secara implisit, konsep ini 
mengarahkan kita pada pemikiran bahwa substansi lebih penting daripada bentuk 
(Afdal, 2011) 
Etika Professional judgment akuntansi konvensional yang mengharuskan 
integritas dan objektivitas sejalan dengan ajaran islam. Kejujuran dan integritas dalam 
professional judgment tersebut dapat ditumbuhkan dengan menanamkan nilai-nilai 
kesadaran akan hakikatnya sebagai manusia. Artinya, integritas dan kejujuran 
tersebut muncul atas kesadaran akan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hal 
ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anfal:8/27 yang berbunyi: 
 
                            
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
Ayat ini menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada 
orang yang memberikan amanah tetapi lebih jauh juga bertanggungjawab kepada 
Allah dan RasulNya. Manusia perlu menyadari akan tanggungjawabnya sebagai 
khalifah di muka bumi. Hal ini sejalan dengan Shari‟ah Enterprise Theory sehingga 
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jika ini diterapkan dalam penilaian professional maka laporan keuangan yang 
disajikan tidak akan menyesatkan penggunanya. Di sisi lain mampu menumbuhkan 
kesadaran keTuhanan. 
Akuntansi (entitas bisnis) yang bermetaforakan amanah memiliki nilai praktis 
yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Nilai praktis ini, 
menunjukkan sifat amanah bagi para pelaku dan penggunanya. Nilai praktis 
Akuntansi Syariah yang berorientasi zakat tersebut, menimbulkan konsekuensi, 
bahwa secara kritis akuntansi harus mampu membebaskan manusia dari ikatan 
realitas (peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian 
memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-
jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Dengan cara 
demikian, realitas alternatif diharapkan  akan dapat membangkitkan kesadaran diri 
secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Melalui 
kesadaran diri ini, seseorang akan selalu merasa kehadiran Tuhan dalam dimensi 
waktu dan tempat di mana ia berada. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Asy-Syu‟ara 
:26/ 181-184 yang menghendaki keadilan. 
 
                               
                           
          
 
Terjemahnya: 
 
181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 
yang merugikan; 
182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 
183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 
77 
 
 
184. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-
umat yang dahulu". 
Demikianlah kita melihat bahwa Al-Quran menuntut kejujuran yang sungguh-
sungguh dalam melakukan transaksi dengan orang lain dan menghukum dengan berat 
orang yang melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Al-Quran memberikan kepada 
kita konsep masyarakat yang adil dan bebas dari eksploitasi. Disini tampak aspek 
transendental ajaran islam sepanjang menyangkut prinsip-prinsip ekonomi. Transaksi 
apapun yang berkaitan baik masalah produksi, perdagangan maupun pencatatan harus 
dilakukan dengan adil dan bebas dari eksploitasi. 
Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang 
sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik. Memerhatikan pemaparan di atas, 
merupakan suatu keniscayaan untuk membangun komitmen untuk menciptakan nilai 
etis akuntan Indonesia yang tidak terlepas dari nilai Ketuhanan. Kehadiran Tuhan dan 
sifat-sifat ketuhanan diperlukan sehingga dapat merekonstruksi sikap dan perilaku 
etis akuntan Indonesia yang selama ini cenderung mengikuti cara pandang Barat yang 
kapitalistis dan cenderung mengejar sesuatu yang bersifat materi belaka (Ludigdo, 
2012). Suatu cara pandang yang menempatkan kemewahan atau kepemilikan harta 
yang berlimpah sebagai puncak kebahagiaan dan satu-satunya tujuan hidup.  
Nilai Transendental berkaitan dengan aspek spiritual. Dalam Makna Aset 
Spiritual dalam Akuntansi yang Mengakui Iman dan “The Other” McKernan & 
Kosmala (2007, 730) dalam Wildati (2012) menyatakan bahwa suatu sistem 
kepercayaan (termasuk  agama)  berpengaruh  dalam  proses  produksi  informasi  
Akuntansi.  Latar belakang  dari  tulisan  McKernan  &  Kosmala  di  atas  adalah  
permasalahan  yang  timbul dalam  bidang  Akuntansi  seperti  kasus  Enron,  
diakibatkan  telah  hilangnya  nilai keagamaan (religiusitas) dalam masyarakat  
modern yang mengedepankan pemikiran berdasarkan sains dan penggunaan  
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teknologi.  Lebih  lanjut,  keduanya  menyatakan kehidupan  religius  digambarkan  
sebagai  adanya  keterbukaan (openness):  openness  to  the other,  to  the  future,  to  
the  event,  to  the  imposible (McKernan  &  Kosmala  2007:  732) dalam Wildati 
(2012). 
Berbicara dalam konteks yang demikian, Knight dan O‟leary (2005) dalam 
(Ludigdo, 2012) menekankan bahwa beberapa problem etis dalam kapitalisme 
korporat berpusat pada kegagalan kepemimpinan dalam bisnis korporat dikarenakan 
para pemimpin bisnis selalu dan hanya berorientasi pada pencapaian yang bersifat 
materi (keuntungan/kekayaan) dan duniawi (kemewahan/prestise). Mereka 
mengabaikan yang bersifat di luar materi (keseimbangan hidup/ketenangan 
batin/kebahagiaan bersama) dan ukhrowi (keselamatan dan kenikmatan hidup 
sesudah mati).  
Independensi sebagai merek dagang auditor, kapasitas independensi dalam 
diri seseorang merupakan elemen intelegensi spiritual terpenting. Independensi 
terhadap lingkungan sebagai sebuah faktor SQ (spiritual quotient) adalah suatu 
tingkat keyakinan diri yang amat kuat yang menyebabkan independensi terhadap 
sikap atau pilihan terhadap apa yang telah diputuskan. Semula dengan risiko disebut 
tidak konsisten, mendapat tekanan kelompoknya, terisolasi atau tidak popular 
(Kariyoto, 2014). Dengan demikian, Indepensi, Objektivitas dan Integritas 
sesungguhnya sejalan dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Namun, Ketiga komponen 
tersebut masti dibangun di atas landasan yang lebih kuat yaitu dengan kesadaran akan 
kepatuhan kepada Tuhan bukan semata karena bentuk kepatuhan pada standar yang 
ada atau pun karena ketakutan kepada atasan. 
Penguatan etika akuntan berbasis spirit ketuhanan dapat dilakukan melalui 
pemahaman dan pengembangan potensi lain manusia di luar kecerdasan rasional (IQ) 
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dan kecerdasan emosinya (EQ), yaitu kecerdasan spiritual (SQ). SQ adalah 
kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal transenden, serta hal yang mengatasi 
waktu. SQ adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku 
dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia 
yang seutuhnya (hanief), dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik), serta 
berprinsip "hanya karena Allah" (Ludigdo, 2012). Dengan demikian ketika spirit 
ketuhanan digunakan untuk membangun preferensi etis akuntan atau lebih formal 
diadopsi dalam etika profesi dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan profesi 
(bukan sekedar retorika), maka profesi akuntan dapat berkontribusi besar untuk 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih beradab. 
Pada akhirnya penerapan etika profesi yang berbasis ESQ diharapkan akan 
dapat meningkatkan profesionalisme akuntan Indonesia dimasa mendatang yang 
penuh dengan tantangan. Dalam hal ini, untuk menerapkan professional judgment 
yang sarat dengan nilai yaitu tidak lepas dari internalisasi nilai-nilai keTuhanan. 
Aspek spiritual (transendensi) dalam Ilmu Sosial Profetik di samping berfungsi 
sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. 
Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik 
di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya menuju kesadaran 
transendental. Nilai transendensi menjadi payung untuk melindungi setiap 
pertimbangan penilaian profesional (professional judgment) sehingga judgment yang 
punya dasar pertanggungjawaban yang lebih kuat bukan semata pengambil 
keputusan. 
Secara sederhana, bentuk penerapan dari nilai-nilai etika profetik dalam 
professional judgment dapat digambarkan sebagai berikut:  
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                                             Gambar 4.3           
Professional Judgment dalam Tinjauan Etika Profetik 
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  BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Perubahan standar pelaporan keuangan dari General Accepting Accounting 
Standard (GAAP) ke International Financial Reporting Standard (IFRS) 
memunculkan perubahan standar dari rule based menjadi principle based. Perubahan 
tersebut menuntut manajemen perusahaan atau pun auditor untuk menerapkan 
professional judgment secara lebih luas. Sejalan dengan hal ini, peran etika pun 
semakin vital untuk menghindari adanya muatan kepentingan dalam penyajian 
laporan keuangan. 
1. Dasar pertimbangan etika dalam professional judgment berdasarkan IFRS lebih 
mengutamakan integritas dan objektivitas dan sesuai standar etika yang berlaku. 
Sepanjang sesuai dengan standar etika yang berlaku itu sah-sah saja. Ini berarti 
bahwa akuntansi konvensional belum terlalu jauh menyentuh aspek etika dan 
masih dalam tataran materiil. 
2. Etika sebagai bagian penting dalam professional judgment  perlu dibangun di 
atas pondasi  yang kuat layaknya pengetahuan dan skill untuk menghindari 
laporan keuangan yang semakin semu. Penerapan nilai-nilai etika tersebut dapat 
dilakukan dengan melakukan objektifikasi (internalisasi nilai-nilai internal) etika 
profetik. Sebagaimana menurut Kuntowidjojo, etika profetik tersebut memuat 
nilai-nilai Humanis, Liberasi, dan Transendental. 
 Dalam Professional judgment nilai-nilai tersebut dapat dihadirkan melalui: 
a. Nilai humanisasi, professional judgment perlu dilakukan dengan 
mempertimbangkan pengaruh keputusan penilaian terhadap stakeholder 
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yang lebih luas, bukan semata untuk kepentingan pribadi atau pun 
kepentingan pemilik modal. Selain itu, keputusan tersebut jangan hanya 
menggunakan pertimbangan materiil (financial), tetapi juga 
memperhatikan aspek kemanusiaan misalnya intuisi, psikologi dan 
spiritual. Dengan demikian manusia akan menghindari ketakberdayaannya 
dalam masyarakat industrial. 
b. Nilai liberasi, untuk menemukan nilai ini dalam professional judgment 
perlu dilakukan penyatuan rasa dengan yang miskin dan tergusur oleh 
kekuatan ekonomi raksasa dengan melakukan pembebasan pertimbangan 
nilai kapitalistik. Jika prospek akuntansi selama ini hanya kepada profit, 
kini saatnya akuntansi dan judgment turut mempertimbangkan pihak-
pihak yang teralienasi dalam dunia bisnis. Hal ini untuk menghindari harta 
berputar di kalangan orang kaya saja demi terciptanya keadilan. 
c. Nilai Transenden, untuk nilai ini dapat diinternalisasikan dalam 
professional judgment dengan senantiasa menyadari kehadiran Tuhan 
dalam setiap aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 
tanggungjawab, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini semata 
sebagai khalifah. Sehingga untuk setiap judgment yang dipilih berasal dari 
kesadaran bahwa hal tersebut bukan semata bentuk pengambilan 
keputusan tapi lebih jauh sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban 
kepada Tuhan. 
B. Implikasi penelitian 
Implikasi dari penelitian ini diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantara: 
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1)  Memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan professional judgment, 
aspek etika perlu dibangun di atas pondasi yang kuat. Hal ini penting 
untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam profesional. Melalui 
penelitian ini dilakukan penyadaran bahwa etika akuntansi baru dibangun 
dengan berdasar pada nilai humanis, liberasi dan transenden demi 
terciptanya keadilan dan mashlahah. 
2) Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah literatur dan informasi 
hasil wawancara informan sebagai data penunjang dalam penelitian. 
Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga informan. Oleh 
karena itu, untuk penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak informan 
untuk mendukung data yang ada. 
3) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif maka hasil 
penelitian ini tidak lepas dari subjektifitas peneliti, namun subjektifitas 
tersebut diimbangi dengan dukungan teori-teori yang sesuai sehingga  bisa 
menjadi objektif. Masih minimnya penelitian tentang professional 
judgment mestinya menjadi tantangan para peneliti selanjutnya untuk 
melakukan kajian mendalam terkait masalah tersebut.  
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